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PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Yanto Bin Mak Syah

2. Tempat lahir : Pulo le

3. Umur/Tanggal lahir  : 38 Tahun/ 07 Juni 1983

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan
Raya

7. Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021
sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29
Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Tahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal
01 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021.
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN
Skm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 19 Agustus
2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
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Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah terbukti secara sah dan
meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah berupa
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya
Terdakwa menyatakan dengan pertolongan Allah SWT sudah terwujud
perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu
secara Restorative Justice, semua kesepakatan perdamaian sudah dijalankan
dan karena itu Terdakwa yang mengakui telah memukul kepala Saksi korban
Tengku Rahmatul Wahyu memohon maaf dan berjanji tidak mengulangi
perbuatannya, serta meminta agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara
atau ancaman hukuman lainnya karena permasalahan antara Terdakwa dengan
korban sudah diselesaikan secara damai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya karena
Terdakwa pada angka 2 (dua) pembelaannya telah mengakui telah memukul
kepala korban;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI YANTO Bin MAK SYAH, pada hari Senin tanggal 07 Juni

2021 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Pulo le Kecamatan Kuala

Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang

memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan vyaitu terhadap Saksi
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Rahmatul Wahyu Bin Bustami dengan cara Terdakwa yang menggunakan
tangan kanannya memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali
sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing
dibagian kepalanya dan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor :
023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh dr. Caesar Fadillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan

Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

terhadap Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan di bawah

leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

e Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib,
Terdakwa bersama keluarganya, Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia,
Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo le lainnya sedang berada di
Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo le, Kecamatan
Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu
Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia,
pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah
kehilangan salah satu anggota keluarganya.

e Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi
Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang
diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa
merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena
sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal dunia yang pada saat
itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren Safinatun Naja, Saksi
Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung
Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengijinkan
siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak
dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik
kandung Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak
mendengarkan larangan Terdakwa.

o Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan
ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di
gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua
Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan
dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan
langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan

menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala
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Saksi Rahmatul Wahyu, sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu

merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut

Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi

melerai/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya

Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda

motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut.

e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sakit
dan pusing di bagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Saksi
Rahmatul Wahyu tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama
kurang lebih 1 (satu) hari dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et
Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dengan kesimpulan
pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu, ditemukan luka memar di
kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan trauma benda
tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatul Wahyu Bin Bustami dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi tidak mempunyai persoalan dari awal dengan Terdakwa;

- Pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mendapat informasi
bahwa adik Terdakwa Alm. Ridwandi meninggal dunia sehingga Saksi
langsung pergi ke rumah duka di Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Nagan Raya;

- Sesampainya di rumah duka Saksi membaca surah Yasin di samping
jenazah Alm. Ridwandi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Setelah membaca Yasin Saksi lalu pergi ke luar rumah duka ke belakang
pesantren untuk melihat apa yang bisa dikerjakan;

- Saat berada di belakang pesantren Saksi bertemu dengan murid-murid
yang datang menyalami Saksi, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba Saksi
datang langsung menyerang Saksi;

- Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan
menggunakan tangan kosong;

- Terdakwa memukul Saksi lewat belakang bukan berhadap-hadapan;
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- Saksi dipukul Terdakwa tepatnya di kepala bagian belakang sebelah
kanan kurang lebih 2 (dua) kali;

- Setelah dipukul Saksi merasakan pusing dan Saksi mengalami muntah-
muntabh;

- Saksi muntah ketika Saksi sampai di rumah Saksi dan setelah itu Saksi
melaporkan ke pihak berwaijib;

- Saksi hanya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong
sebanyak 2 (dua) kali;

- Sehari-hari Saksi mengajar di Dayah (Pesantren) milik Adik Terdakwa
Alm. Ridwandi yang bertempat di samping rumah keluarga Terdakwa;

- Efek pemukulan tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 1
(satu) hari yang mengakibatkan Saksi tidak dapat mengajar ngaji pada
saat itu;

- Saksi pernah divisum di Rumah Sakit di Ujong Patiha pada hari yang
sama dengan kejadian;

- Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-
SIM/2021 yang menyatakan luka memar di kepala dan di bawah leher
kemerahan;

- Saksi membenarkan photo kepala Saksi yang ditunjukkan Penuntut
Umum;

- Akibat pemukulan tersebut kepala Saksi tidak mengeluarkan darah,
melainkan hanya memar saja;

- Setelah dipukul Saksi masih dalam keadaan sadar;

- Belum terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Saksi bersedia memaafkan Terdakwa asal saja Terdakwa melakukan
apa yang Saksi syaratkan;

- Saksi pergi sendiri melayat Aim. Ridwandi di rumah duka;

- Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa bertempat tinggal di
rumah duka atau tidak setahu Saksi rumah duka merupakan rumah
keluarga Terdakwa dan Terdakwa bertempat tinggal di depan pertanian;

- Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa juga sering
ngomong-ngomong;

- Saksi sering bertemu dengan Terdakwa ketika mengajar di Dayah
(Pesantren);

- Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menyerang Saksi;

- Saksi tidak terlampau akrab dengan Terdakwa;
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- Berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi bahwa Terdakwa
menyerang Saksi karena Terdakwa beranggapan Saksi main dukun
untuk mengguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Ridwandi hingga meninggal
dunia;

- Tidak terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa sebelum terjadi
pemukulan;

- Terdakwa seketika melompat sambil berkata-kata ketika menyerang
Saksi;

- Terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa sebelum pemukulan yaitu sekitar 1
(satu) s.d. 2 (minggu) sebelum kejadian saat hendak membawa Alm.
Ridwandi ke Rumah Sakit dan ketika itu antara Saksi dengan Terdakwa
baik-baik saja;

- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pemicu sehingga Terdakwa
meyakini Saksi yang mengguna-gunai Adiknya Alm. Ridwandi;

- Sakti tidak mempunyai sentimen pribadi dengan Terdakwa, malah Saksi
menganggap Terdakwa sebagai Abang sendiri karena bersama-sama
Alm. Ridwandi membesarkan Dayah;

- Saksi tidak habis pikir mengapa Terdakwa sampai emosi seperti itu,
mungkin Terdakwa terpengaruh dengan orang yang mengatakan Saksi
mengguna-gunai adik Terdakwa;

- Setelah Terdakwa memukul Saksi, teman Terdakwa berkata kepada
Saksi “ini walinya, ini walinya”;

- Setelah dipukul Saksi diantar ke rumah oleh Teman;

- Keluarga Terdakwa belum menemui korban;

- Saksi merupakan teman dari Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi;

- Saksi diajak oleh Alm. Tengku Ridwandi untuk mengajar di Dayah
miliknya;

- Dayah milik AIm. Ridwandi adalah Dayah Safinatun Najah yang terletak
di Pulo le samping rumah orang tua Alm. Ridwandi dan Terdakwa;

- Saksi mengajar di sana kurang lebih telah 2,5 (dua setengah tahun);

- Saksi tidak mengetahui kapan Dayah tersebut didirikan, seingat Saksi
kira-kira setahun sebelum Saksi mengajar Dayah tersebut sudah berdiri;

- Saksi mengenal Alm. Ridwandi saat Alm. Ridwandi mengajak Saksi
untuk mengajar di Dayah, bukan sebelum itu;

- Santri di Dayah tersebut ada setingkat Dinyah atau setingkat TK, dan ada
santri setingkat SMP dan SMA;
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- Saat ini di Dayah tersebut sudah ada sekolah formal setingkat SMP dan
SMA;

- Saksi mengajar pada tingkat MTSN atau SMP, Saksi mengajarkan kitab
kuning;

- Saksi tidak dibayar rutin untuk mengajar di sana karena Saksi bersama
Alm. Ridwandi sudah berkomitmen untuk mencerdaskan masyarakat;

- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran yang dilakukan
santri-santri terhadap Dayah;

- Ketua Dayah adalah Alm. Ridwandi dan bagaimana Dayah tersebut
beroperasional Saksi tidak mengetahui;

- Tanah di tempat Dayah tersebut merupakan tanah Ayah Alm. Ridwandi
yang telah diwakafkan kepada Alm. Ridwandi;

- Terdakwa tidak mengajar di Dayah tetapi Terdakwa sering terlihat di
Dayah apabila terdapat pengerjaan bangunan fisik;

- Dayah kemungkinan mendapat bantuan dari Negara dalam
operasionalnya;

- Terdapat beberapa orang yang mengajarkan Al Quran di Dayah;

- Guru sekolah dibayar oleh Dayabh;

- Terdapat santri setingkat MIN (Madrassah Ibtidaiyyah Negeri) tetapi
sekolahnya di luar, sedangkan santri setingkat MTSN (Madrassah
Tsanawiiyah Negeri) ada yang sekolah di luar dan ada sekolah di Dayah
dan ada pula Santri setingkat MAN (Madrassah Aliyyah Negeri);

- Dayah sudah mempunyai izin resmi untuk menyelenggarakan Pendidikan;

- Total Santri di Dayah lebih dari 100 (seratus) orang;

- Walaupun Saksi mengajar tidak dibayar oleh Alm. Ridwandi tetapi Alm.
Ridwandi sering membagi rezekinya kepada Saksi;

- Setahu Saksi Alm. Ridwandi sudah sakit parah, Alm. Ridwandi sering
mengeluhkan panas kepada Saksi;

- Alm. Ridwandi sering ke rumah Sakit karena masalah HB;

- Alm. Ridwandi tidak pernah bercerita mempunyai masalah dengan orang
lain;

- Setahu Saksi Alm. Ridwandi hanya kurang HB dan Alm. Ridwandi rutin
ke Rumah Sakit sebelum Alm. Ridwandi meninggal dunia;

- Pihak yang bertempat tinggal di Dayah hanya Alm. Ridwandi, sedangkan
yang bertempat tinggal di Rumah samping Dayah adalah Adik Alm.
Ridwandi yang paling bungsu;
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- Saksi tidak mempunyai masalah dengan Adik Aim. Ridwandi yang tinggal
di rumah samping Terdakwa;

- Dayah tempat Saksi mengajar milik Alm. Ridwandi merupakan sekolah
terpadu dengan bayaran yang terjangkau di bawah bayaran rata-rata
Dayah yang ada;

- Bisa jadi Terdakwa beranggapan Saksi mengguna-gunai Alm. Ridwandi
karena ingin menguasai Dayah;

- Menurut informasi Dayah tempat Saksi mengajar saat ini dikelola oleh
istri AIm. Ridwandi;

- Keluarga Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta
maaf;

- Saksi bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mengklarifikasi
kepada masyarakat bahwa tuduhan Terdakwa terhadap Saksi sebagai
orang yang mengguna-gunai Alm. Ridwandi adalah tidak benar. Hal ini
Saksi mintak karena tuduhan tersebut telah menimbulkan rasa malu
terhadap Saksi;

- Saksi meminta Terdakwa mengakui perbuatannya yang memukul Saksi
adalah perbuatan yang tidak benar dan salah

- Klarifikasi Terdakwa kepada masyarakat dan pengakuan bersalah
tersebut dilakukan secara tertulis;

- Kilarifikasi tersebut ditempel atau dipajang di kantor Keuchik Gampong
(Kepala Desa) dan diketahui oleh Keuchik Gampong;

- Saksi tidak menginginkan kompensasi uang atau makanan;

- Saksi berharap agar Terdakwa memikirkan matang-matang sebelum
bertindak;

- Saksi meminta pula agar surat klarifikasi dan permintaan maaf tersebut
juga ditempel atau dipajang di Dayah Safinatun Najah dan diumumkan
saat Sholat Jum’at;

- Saksi meminta Terdakwa membuat pernyataan bahwa tuduhan
Terdakwa kepada Saksi adalah tidak benar dan diumumkan atau
ditempel di Dayah Safinatun Najah;

- Pada sholat jumat surat pernyataan Terdakwa tersebut dibacakan di
Masijid Baitul Taqwa Pulo le;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan;

2. Saksi lbnu Affan Bim Alm. Hasyem Mansyur dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
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- Kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu adalah
menyangkut pemukulan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar
Pukul 06.00 WIB di Pesantren Safinatun Naja yang berada di Desa Pulo
le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu;

- Saat orang melayat di kediaman Saudara Alm. Tgk. Ridwandi tiba-tiba
Terdakwa berdiri dan memukul Saksi Rahmatul Wahyu;

- Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1
(satu) kali pada bagian kepala Saksi Rahmatul Wahyu;

- Saksi tidak melihat bagian mana lagi Saksi Rahmatul Wahyu dipukul oleh
Terdakwa;

- Sebelum pemukulan tidak terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan
Saksi Rahmatul Wahyu;

- Saksi ikut melerai setelah Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu;

- Saksi tidak melihat apakah Saksi Rahmatul Wahyu mengalami memar
atau luka;

- Pada Berita Acara Penyidikan Nomor 11 Saksi membenarkan bahwa
pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;

- Saksi menghampiri Saksi Rahmatul Wahyu setelah dipukul Terdakwa
dengan mengatakan kamu jangan ribut-ribut di sini;

- Saksi tidak mengetahui persoalan antara Terdakwa dengan Saksi
Rahmatul Wahyu;

- Saksi tidak ada bertanya dengan Terdakwa mengapa sampai memukul
Saksi Rahmatul Wahyu;

- Korban dalam keadaan sadar setelah dipukul dan Saksi tidak berusaha
membalas serta Saksi tidak juga menahan pukulan Terdakwa;

- Saksi langsung di bawa ke luar setelah dipukul Terdakwa;

- Saksi tidak melihat apakah Terdakwa masih mengejar korban atau tidak
setelah pemukulan yang dilakukannya;

- Saksi Rahmatul Wahyu kemudian di bawa pergi oleh Jhoni dan Saksi
tidak mengetahui apakah Saksi Rahmatul Wahyu pergi ke rumah sakit
atau tidak;

- Saat kejadian sudah terdapat banyak orang dan Saksi berjarak antara 3
s.d. 4 Meter dari Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu ketika terjadi
pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

- Hubungan antara Terdakwa dengan Alm Tengku Ridwandi adalah Kakak

beradik yaitu AlIm Tengkut Ridwandi merupakan adik kandung Terdakwa;
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- Saksi tidak mengetahui hubungan antara Rahmatul Wahyu dengan Alm
Tengku Ridwandi;

- Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahmatul Wahyu sering
berkunjung ke tempat Alm Tengku Ridwandi;

- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu lebih dari satu kali, Terdakwa
memukul pada bagian samping sebelah kanan kepala Terdakwa;

- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu dari belakang;

- Saksi tidak dapat memastikan pemukulan yang ke-2 (kedua) dan ke-3
(ketiga) karena Saksi hanya melihat 1 (satu) kali pemukulan yang
dilakukan Terdakwa;

- Terdakwa tidak mengenal Saksi Rahmatul Wahyu;

- Rumah Saksi dengan lokasi kejadian di Dayah Safinatun Najjah berjarak
1 (satu) km;

- Terdakwa tidak berteriak atau ngomong-ngomong sebelum memukul
Saksi Rahmatul Wahyu;

- Setelah pemukulan Terdakwa berkata-kata bahwa dirinya tidak mau
melihat Saksi Rahmatul Wahyu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dengan

menyatakan tidak benar Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu dari

belakang tetapi Terdakwa memukul dari depan yang mengenai kepala Saksi

Rahmatul Wahyu sebelah kanan di bawah telinga. Terdakwa juga

menyatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3

(tiga) kali;

3. Saksi Jhonni Saputra Bin Alm. M. Isa dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan orang yang membawa pulang Saksi Tengku Rahmatul
Wahyu dari rumah duka Alm Tengku Ridwandi dengan menggunakan
sepeda motor; sekitar pukul 08.00 WIB hari Senin yang tanggal dan
bulannya Saksi lupa tetapi masih tahun 2021;

- Rumah duka Alm Tengku Ridwandi tersebut berada di Lingkungan
Pesantren (Dayah) di Gampong Pulo le;

- Saat diperjalangan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu bertanya kepada
Saksi apa salahnya;

- Atas pertanyaan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut Saksi
menyatakan tidak tahu dan Saksi mengatakan agar Saksi Tengku

Rahmatul Wahyu untuk introspeksi;
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- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi
Tengku Wahyu;

- Kejadian antara Terdakwa dengan Saksi terjadi pada hari Senin sekitar
pukul 08.00 WIB hari yang tanggal dan bulannya Saksi lupa tetapi masih
tahun 2021 saat melayat Alm Tengku Ridwandi di Lingkungan Pesantren
(Dayah) di Gampong Pulo le;

- Ketika sampai di Rumah Saksi Tengku Wahyu menggosok kepalanya
dengan menggunakan balsam.

- Saksi mengantar Tengku Rahmatul Wahyu sampai ke rumahnya
menggunakan motor Tengku Rahmatul Wahyu;

- Saksi dengan Tengkur Rahmatul Wahyu tidak mampir ke toko obat atau
Puskesmas, tetapi langsung balik ke rumahnya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi Hasyimi Bin Alm. T Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Sekretaris Desa (Sekdes) Pulo le, Kecamatan
Kuala, Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Gampong Terdakwa;

- Saat kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu
pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Saksi tidak berada di rumah duka
Alm. Tengku Ridwandi melainkan di rumah Saksi di Gampong yang sama;

- Saksi tidak berada di rumah duka saat kejadian karena Saksi sudah
berjaga di rumah duka sejak malam harinya hingga hari senin tanggal 07
Juni 2021 pukul 07.00 WIB;

- Saat siang harinya Saksi mendengar berita terdapat keributan di rumah
duka dan setelah itu Saksi menanyakannya kepada Kadus mengenai
keributan tersebut;

- Menurut Kadus bahwa Terdakwa memukul Tengku Rahmatul Wahyu
yang sebab musababnya tidak diketahui;

- Pada malam Sabtu tanggal 12 Juni 2021 Saksi ditelpon oleh Keuchik dari
Ujong Patiha yang menanyakan tentang pemukulan yang menimpa
warganya yang dipukul warga Saksi;

- Keesokan harinya aparatur Gampong Pulo le melakukan rapat untuk
menindak lanjuti permasalahan antara Terdakwa dengan Tengku
Rahmatul Wahyu dan setelah itu Saksi bersama aparatur Gampong pergi

untuk menjumpai Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;
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Saksi bersama aparatur Gampong Pulo le sudah beberapa Kkali
mengupayakan perdamaian dengan Keluarga Tengku Wahyu, tetapi
jawaban dari Keuchik Ujong Patiha bahwa belum ada kabar dari
Keluarga Tengku Rahmatul Wahyu;

- Pihak keluarga Terdakwa menemui Saksi meminta agar ditempuh upaya
damai dan atas hal itu Tengku Wahyu meminta agar Terdakwa membuat
surat pernyataan bersalah dan memohon maaf;

- Surat pernyataan bersalah dan permohonan maaf tersebut diminta Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu agar ditempel di Dayah Safinatun Najah dan
dibacakan pada saat khutbah Jumat;

- Sampai saat ini belum tercapai dan karena itu perkara ini diselesaikan
melalui kepolisian;

- Pihak Keuchik mengupayakan perdamaian karena adanya inisiatif dari
keluarga Terdakwa yaitu adik beradik Terdakwa termasuk istri Terdakwa;

- Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk mengupayakan perdamaian
tepatnya setelah Terdakwa ditangkap Polisi;

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;

- Dari tanggal 07 Juni 2021 hingga tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa tidak
pernah  menghubungi Saksi maupun aparat Gampong untuk
mengupayakan perdamaian, tetapi adik beradik Terdakwa beserta
istrinya ada meminta aparatur Gampong untuk mendamaikan persoalan
Terdakwa dengan Tengku Rahmatul Wahyu;

- Sejak pemukulan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada di
Gampong mengurus kenduri Aim Adiknya Tengku Ridwandi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

5. Saksi Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong Alue Kambuk tempat Saksi
Rahmatul Wahyu berdomisili;

- Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Tengku
Wahyu;

- Saksi hanya mendapat cerita dari Tengku Wahyu bahwa dirinya telah
dipukul di daerah Pulo le dan Tengku Wahyu meminta Saksi untuk
menemaninya ke Polres;

- Sekitar jam 11 malam ketika Saksi pulang dari Majelis Taklim, Saksi

dihubungi oleh Ayah Tengku Wahyorang tua Terdakwa yang menyatakan
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ada orang dari Pulo le datang untuk menyelesaikan permasalahan
pemukulan Tengku Wahyu;

- Menurut Ayah Tengku Wahyu pemukulan tersebut terkait adanya
tuduhan kepada Tengku Wahyu;

- Aparat Desa Pulo le pernah mendatangi kantor Saksi tetapi pada saat itu
Saksi tidak ada di tempat;

- Saksi tidak mengetahui mengapa belum terjadi perdamaian antara
Terdakwa dengan Saksi;

- Saksi sebagai keuchik di tempat Tengku Rahmatul Wahyu bersedia
untuk mendamaikan antara Tengku Rahmatul Wahyu dengan Terdakwa;

- Baik Saksi Tengku Rahmataul Wahyu maupun keluarganya menyatakan
apabila Terdakwa sudah memenuhi apa yang disyarakatkan maka Saksi
Rahmatul Wahyu beserta keluarga tidak mempermasalahkannya lagi;

- Keluarga Terdakwa, aparat Gampong Alu Kambuk dan Saksi Rahmatul
Wahyu akan melakukan upacara Peusijeuk apabila terjadi perdamaian
antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et
Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang
ditandatangani oleh dr. Caesar Fadillah, dokter pada RSUD Sultan Iskandar
Muda, dengan kesimpulah bahwa terhadap pemeriksaan tubuh bagian luar
tubuh Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan di bawah
leher kemerahan (+), diduga diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena menyangkut perkara
pemukulan;

- Pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Rahmatul Wahyu
pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di pekarangan
Rumah Adik Terdakwa di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Nagan Raya;

- Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu yang
sedang melayat Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi dan kemudian
Terdakwa langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu;

- Terdakwa memukul kepala Saksi Rahmatul Wahyu dengan menggunakan

tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
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Pukulan pertama Terdakwa mengenai kepala bagian depan di atas pelipis
Saksi Rahmatul Wahyu, pukulan kedua dan ketiga mengenai kepala bagian
belakang Saksi Rahmatul Wahyu tepatnya di bawah telinga;

- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu karena Terdakwa merasa geram
kepada Saksi Rahmatul Wahyu yang senantiasa berkunjung ke Rumah Sakit
menjenguk Adik Saksi AIm Tengku Ridwandi yang pada saat itu sedang
dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Iskandar Muda;

- Terdakwa geram karena walaupun Saksi Rahmatul Wahyu sudah dilarang
untuk menjenguk Adik Terdakwa, tetapi Saksi Rahmatul Wahyu masih tetap
menjenguki Adik Terdakwa;

- Saksi Tengku Rahmatul Wahyu merupakan sahabat Adik Terdakwa Alm.
Tengku Ridwandi;

- Kepala Saksi Rahmatul Wahyu tidak mengalami luka setelah Terdakwa
pukul;

- Saksi Rahmatul Wahyu sama sekali tidak melawan ketika Terdakwa
memukulnya;

- Saksi Rahmatul langsung pulang setelah dipukul Terdakwa;

- Sudah terjadi perdamaian antara Saksi Rahmatul Wahyu dengan Terdakwa
yang melibatkan keluarga Terdakwa dan tokoh masyarakat Gampong Saksi
dan Gampong Saksi Rahmatul Wahyu;

- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu baru dapat
terwujud pada tanggal 28 September 2021;

- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu tertuang
dalam Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021

- Sebagai syarat perdamaian Saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan
tanggal 17 September 2021 baik dalam bentuk tulisan tangan maupun
ketikannya;

- Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu tersebut
diperantarai oleh Aparatur Desa Terdakwa dan aparatur Desa Saksi
Rahmatul Wahyu;

- Terdakwa ingin dibebaskan dari tahanan;

- Saksi membenarkan surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa mengaku
bersalah karena sudah menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab
Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021

- Sebagai syarat perdamaian Saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan

tanggal 17 September 2021 baik dalam bentuk tulisan tangan maupun

ketikannya;
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- sakitnya Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penuntut Umum mengajukan
bukti surat berupa:

1. Surat Perdamaian antara Edi Yanto Bin Maksyah AB dengan Rahmatul
Wahyu Bin Bustami B, tanggal 28 September 2021 tentang perdamaian
antara Terdakwa dengan korban yang bersepakat:

a. Saksi Rahmatul Wahyu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan
yang isinya menyatakan tuduhan Terdakwa kepada Saksi Rahmatul
Wahyu sebagai penyebab sakitnya Adik Terdakwa Alm. Tengku
Ridwandi adalah tidak benar dan bukan karena Saksi Rahmatul Wahyu.
Surat pernyataan tersebut ditempel di Dayah Safinatun Naja dan
dibacakan di Masjid pada hari Jum’at sebelum khutbah berlangsung
dengan dibuatkan videonya sebagai bukti di Pengadilan;

b. Terdakwa telah memenuhi permintaan Saksi Rahmatul Wahyu tersebut
pada hari Jum’at tanggal 17 September 2021 yaitu ditempelkan di Dayah
Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid Baitul Tagwa Gampong Pulo le,
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

c. Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu bersedia untuk tidak saling
tuntut menuntut suatu apapun lagi dikemudian hari setelah perdamaian
ini ditandatangani kedua belah pihak;

d. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar
perdamaian ini dikemudian hari, Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu
bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau
hukum yang berlaku;

e. Terdakwa membuat surat perdamaian ini dengan tidak merasa dendam
sedikitpun dan menjadi saudara Saksi Rahmatul Wahyu sampai akhirat;

2. Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 tentang pernyataan Terdakwa
menyangkut pemukulan yang dilakukannya kepada Saksi Rahmatul Wahyu
yaitu:

a. Bahwa dengan ini saya mengaku bersalah telah menuduh Tgk. Rahmatul
Wahyu penyebabnya jatuh sakit almarhum adik kandung saya Tgk.
Ridwandi;

b. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Tgk.
Rahmatul Wahyu menyangkut tuduhan dan pemukulan yang saya
lakukan terhadap Tgk. Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 di
Dayah Safinatun Naja Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten

Nagan Raya, dan;
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c. Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak mengulangi lagi hal-hal
tersebut dikemudian hari, baik kepada saudara Tgk. Rahmatul Wahyu
maupun terhadap orang lain;

3. Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 tulis tangan tentang
pernyataan Terdakwa menyangkut pemukulan yang dilakukannya kepada
Saksi Rahmatul Wahyu yaitu:

a. Bahwa dengan ini saya mengaku bersalah telah menuduh Tgk. Rahmatul
Wahyu penyebabnya jatuh sakit almarhum adik kandung saya Tgk.
Ridwandi;

b. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Tgk.
Rahmatul Wahyu menyangkut tuduhan dan pemukulan yang saya
lakukan terhadap Tgk. Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 di
Dayah Safinatun Naja Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Nagan Raya, dan;

c. Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak mengulangi lagi hal-hal
tersebut dikemudian hari, baik kepada saudara Tgk. Rahmatul Wahyu
maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 diadakan
PROSESI ADAT PEUSIJEUK vyang dihadiri oleh Saksi Korban Tengku
Rahmatul Wahyu, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Saksi Hasyimi Bin Alm.
T Nasrudin selaku Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat Pulo le
sebagai tempat kediaman Terdakwa, Saksi Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam
selaku Keuchik Gampong Alue Kambuk yang mewakili masyarakat Alue
Kambuk sebagai tempat kediaman Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu, dan
disaksikan pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan
Negeri Suka Makmue. Di dalam PEUSIJEUK tersebut Terdakwa dengan korban
dipersatukan lagi sebagai Saudara, dan kegoncangan yang terjadi akibat
perbuatan Terdakwa dipulihkan kembali. Keluarga Terdakwa membawa
makanan khas PEUSIJEUK untuk dipersembahkan kepada Saksi Korban
Tengku Rahmatul Wahyu sebagai tanda penyesalan dan permohonan maaf dari
keluarga Terdakwa, dan selain itu pula keluarga korban memberikan uang
kepada Saksi Korban Rahmatul Wahyu, akan tetapi Saksi Rahmatul Wahyu
tidak bersedia menerimanya dengan menyatakan bahwa bukanlah uang yang
dicari olehnya, melainkan permintaan maaf yang tulus serta pemulihan nama
baiknya yang sudah tercemar di kalangan Dayah (Pesantren Safinatun Naja).
Atas penolakan tersebut, Majelis meminta keluarga korban yang diwakili oleh

Sekretaris Desa Pulo le untuk menyerahkan uang tersebut kepada Keuchik
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Gampong Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu agar

diberikan kepada keluarga Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan jika keluarga

Saksi Korban juga menolak maka uang tersebut digunakan untuk kepentingan

Gampong Alue Kambuk. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue

Bapak Ngatemin, S.H., M.H., memberikan pesan agar perdamaian yang sudah

diresmikan dengan prosesi adat Peusijeuk ini dapat menyatukan kembali antara

Terdakwa dengan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu dan dari perkara ini

dapat diambil hikmah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Tengku Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul
08.00 WIB melayat ke Rumah Duka Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi di
Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Setelah membaca surah Yasin sebanyak 3 (tiga) kali dan mendoakan Adik
Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi kemudian Saksi Tengku Rahmatul Wahyu
beranjak ke Dayah (Pesantren) Safinatun Najah yang berada di belakang
Rumah Duka;

- Saat Saksi Tengku Rahmatul Wahyu disalami Santri-santrinya di Dayah
Safinatun Najah tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga)
kali;

- Pukulan pertama Terdakwa mengenai kepala bagian depan di atas pelipis
Saksi Rahmatul Wahyu, pukulan kedua dan ketiga mengenai kepala bagian
belakang Saksi Rahmatul Wahyu tepatnya di bawah telinga;

- Pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala Saksi Rahmatul Wahyu
mengalami luka memar dan kemerahan di sekitar lehernya;

- Terdakwa memukul Saksi Rahmatul Wahyu karena Saksi Tengku Rahmatul
Wahyu masih saja mengunjungi Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi di
rawat di Rumah Sakit walaupun sudah dilarang oleh keluarga Terdakwa, dan
Terdakwa juga merasa Saksi Rahmatul Wahyu sudah mengguna-gunai Adik
Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

- Saksi Rahmatul Wahyu bersedia berdamai dan memaafkan Terdakwa
asalkan Terdakwa membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan
sudah bersalah karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab
Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan

menempelkan surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren)
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Safinatun Najah serta mengumumkan surat tersebut di Masjid Baitul Tagwa
saat sholat Jum’at;

- Saksi Rahmatul Wahyu tidak meminta dan tidak bersedia menerima uang
dari Terdakwa, keluarganya maupun orang lain sebagai syarat perdamaian,
Saksi Rahmatul Wahyu hanya menginginkan pernyataan bersalah dari
Terdakwa yang menuduhnya sebagai penyebab jatuh sakit Adik Terdakwa
Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

- Terdakwa sudah melaksanakan syarat perdamaian yang ditentukan oleh
Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dengan membuat 2 (dua) buah surat
pernyataan ketikan dan tulis tangan tanggal 17 September 2021 yang isinya
Terdakwa memintaa maaf kepada Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dan
keluarganya karena bersalah telah menuduh Saksi Tengku Rahmatul Wahyu
sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sakit hingga
meninggal dunia, dan Surat Pernyataan tersebut sudah ditempel di Dayah
(Pesantren) Safinatun Najah serta dibacakan sebelum Khutbah Jumat di
Masjid Baitul Tagwa dan ditempel di Kantor Keuchik Pulo le;

- Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sudah sepakat berdamai
dan tidak saling menuntut atas kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa
terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

- Sudah dilakukan prosesi adat Peusijeuk dalam rangka adanya perdamaian
antara Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dengan melibatkan
Tokoh masyarakat Gampong Pulo le tempat kediaman Terdakwa yang
diwakili oleh Sekretaris Desa Pulo le dan Tokoh masyarakat Alue Kambuk
tempat kediaman Saksi Keuchik Gampong Alue Kambuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik
peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk
menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide
H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, bandingkan dengan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengartikan kekerasan fisik sebagai
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat).
Kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit yang bersifat fisik ini dalam literasi
criminal justice dikenal sebagai Assault yang berarti An Intentional attempt of
threat to physically injure another atau sebuah kesengajaan untuk menyakiti fisik
orang lain (James A Inciardi, Criminal Justice, Third Edition, halaman 77);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih
dahulu adalah adanya suatu kesengajaan (opzet) untuk menimbulkan perasaan
sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan
opzet sebagai opzettelijk plegen van een misdrijft atau kesengajaan melakukan
kejahatan sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en
wetens” yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang
terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van
Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam
penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti de bewuste richting van
de wil op een bepaald misdrijft, yang berarti tujuan dari kehendak untuk
melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29
Juli 1907, W.8580 “Abortus Arrest”’, menyatakan bahwa untuk adanya suatu
kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu,
cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai
anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan
hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan
praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (willens)
sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui
(wetens) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu
perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki.
Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan
sebagaimana tampak pada Abortus Arrest (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan
keterangan Saksi Rahmatul Wahyu, Saksi Ibnu Affan dan dikuatkan dengan
keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-
SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021
saat Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sedang melayat adik Terdakwa Alm.
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Tengkur Ridwandi di sekitar halaman Dayah Safinatun Najah di Pulo le,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa menghampiri Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu dan langsung mengayunkan kepalan tangan
kanannya ke bagian kepala Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa kepalan tangan kanan Terdakwa yang diayunkan
ke bagian kepala Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut satu kali mengenai
kepala bagian depan dan dua kali mengenai kepala bagian belakang dan
perbuatan ini di dalam masyarakat dikenal sebagai pemukulan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut
mengakibatkan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu mengalami memar-memar di
bagian kepalanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-
SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan demikian jelaslah Terdakwa memang
bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Tengku Rahmatul
Wahyu. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan Saksi lbnu Affan yang
bersama warga lainnya melerai Terdakwa supaya tidak lagi memukul Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu, sebab tidaklah penting bagi Saksi Ibnu Affan dan
warga untuk melerai Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa tidak ditujukan
untuk menimbulkan rasa sakit atau bahaya bagi Saksi Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan
bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti
melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat
(1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa meminta Majelis
Hakim untuk tidak menjatuhi hukuman pidana dalam bentuk apapun dengan
alasan persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul
Wahyu sudah diselesaikan melalui Restoratif justice. Dalam pembelaannya
Terdakwa juga mengemukakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan
yang disyaratkan Saksi Korban untuk membuat surat pernyataan tentang
permohonan maaf Terdakwa karena telah salah menuduh Saksi korban sebagai
pihak yang menguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai
meninggal dunia, yang mana surat pernyataan tersebut telah dipajang di Dayah
Safinatun Najah dan diumumkan pada sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa Pulo

le;
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Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum
menyatakan tetap pada tuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan 4 (empat)
bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam Disertasinya “Keadilan Restoratif Di
Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan
Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana) di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Tahun 2009, Eva Achjani Zulfa mengartikan Keadilan
Restoratif sebagai suatu model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara
pidana yang mengemuka dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, yang menitik
beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat
dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini sama dengan pengertian
yang diberikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengartikan keadilan restorasi
sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif dalam tataran bangsa-
bangsa diperkenalkan oleh Tenth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10-17 April 2000, yang
menyadari pendekatan restoratif bertujuan untuk memberantas kejahatan dan
mengedapankan pemulihan tidak hanya bagi korban tetapi juga pemulihan bagi
pelaku dan masyarakat yang terkena dampak darinya “Aware of the promise of
restorative approaches to justice that aim to reduce crime”. Penekanan dari
konsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dan
kepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan
pelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) guna
memulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab itu
Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal
Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)
mengartikan keadilan restoratif sebagai “any process in which the victim, the
offender and/or any other individuals or community members affected by a crime
actively participate together in the resolution of matters arising from the crime,
often with the help of a fair and impartial third party. Examples of restorative
process include mediation, conferencing and sentencing circles (Setiap proses
yang melibatkan korban, pelaku, dan atau pihak lain yang dipengaruhi oleh

tindak pidana, secara bersama berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan
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permasalahan yang timbul akibat tindak pidana, dan biasanya dibantu oleh
pihak lain yang tidak berpihak. Contohya seperti melakukan mediasi, pertemuan
dan seputar pemberian sanksi);

Menimbang, bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu kritikan
terhadap paradigma penyelesaian perkara pidana “Hukum Pelaku Habis
Perkara”, yang seringkali kurang akomodatif terhadap kepentingan dan hak
korban untuk mendapatkan pemulihan;

Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratif
dalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak
sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah Majelis
kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan
maupun Mahkamah Agung secara progressif menerbitkan aturan menyangkut
keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian
Perkara Pidana dan Peratuan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12
menjabarkan tentang mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan
keadilan restoratif, sementara Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020
Tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menyangkut keadilan
restoratif di atas tampaklah saat ini sudah terjadi perubahan paradigma
penyelesaian perkara pidana, yang mulanya hanya menggedepankan nestapa
dan pembalasan (Retributif) menjadi akomodatif terhadap keadilan pemulihan
semua pihak (Restoratif). Aparatur penegak hukum tidak semata-mata berperan
seperti seorang jagal dengan logika penghukumannya, tetapi lebih dari itu
Aparat Penegak hukum berfungsi sebagai Mediator dan Katalisator untuk
mencari titik temu kepentingan-kepentingan orang-orang yang terlibat dalam
peradilan guna menemukan formulasi penyelesaian perkara yang dapat diterima
semua pihak yaitu korban terpulihkan, pelaku menyadari kesalahannya dan
masyarakat menjadi tenang serta Negara diuntungkan. Dalam paradigma
Restorative Justice bahwa arti tindak pidana lebih kepada “serangan” terhadap
individu dan komunitas, ketimbang “serangan” terhadap aturan hukum negara

yang bersifat abstrak;
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Menimbang, bahwa mencermati pengaturan tentang keadilan restoratif
sebagaimana yang sudah Majelis utarakan sebelumnya bahwa pihak Kepolisian
dan Kejaksaan sudah melangkah lebih jauh dengan mengecualikannya
terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai dimensi “Extra Ordinary Crime”.
Hal ini berbeda dengan kebijakan Mahkamah Agung yang baru secara terang-
terangan menyebutkan keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap 4 (empat)
perkara yaitu menyangkut Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum, Tindak Pidana Ringan dan Penyalahguna
Narkotika. Bahkan berdasarkan peraturan tersebut Kepolisian dan Kejaksaan
berani menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara yang sudah
diselesaikan melalui keadilan restoratif, padahal hal tersebut sama sekali tidak
disebut pada Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai
dasar penerbitan SP3 dan SKP2 tersebut;

Menimbang, bahwa bagi umat Islam konsep keadilan restoratif telah
berlaku dan telah dipraktekkan dari belasan abad lalu, yang bermula dari
turunnya Surah Al Bagarah 178 dan Surah An Nisa 92. Surah Al Bagarah 178
dan An Nisa menganjurkan kaum muslimin yang menjadi korban untuk memberi
maaf kepada pelaku dan pelaku diwajibkan untuk membayar diat (kompensasi
kepada korban atau keluarganya) “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu gishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara
yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih”. Sama halnya dengan Surah Al Baqarah 178
tersebut, Surah An Nisa 92 juga mengandung nilai-nilai keadilan restoratif: “Dan
tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
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Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan
adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dengan demikian jelaslah
sebenarnya konsep keadilan restoratif ini bukan barang baru tetapi sudah
dipraktekkan oleh kaum muslimin sejak berabad-abad yang lalu, khususnya di
kalangan kaum muslimin yang menjadikan jarimah (hukum pidana Islam)
sebagai pegangannya;

Menimbang, bahwa agar tidak salah memahami keadilan restoratif
Majelis perlu mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan
restorative tidak otomatis menjadi Diversi yang menjadikan pelaku tidak dapat
dijatuhi pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap pelaku masih dapat
dikenakan kepada sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku,
masyarakat. Oleh karena itulah berdasarkan konsep keadilan restorative ini,
pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium “The Last Resort” yang
digunakan apabila sanksi-sanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakan
kepada pelaku;

Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasi
pentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkan
keadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatif
sebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf atas
kesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force) oleh lembaga peradilan,
kerusakan masyarakat akibat tindak pidana terpulihkan, sampai dengan
justifikasi pragmatis seperti mengurangi beban pengadilan dalam menangani
perkara, menanggulangi berlebihannya warga binaan di Lembaga
pemasyarakatan (over crowded) sampai dengan penghematan anggaran
negara dalam menjalankan sistem peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini walaupun tindak Pidana
yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak
disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang
dapat dilakukan dapat dilakukan keadilan restoratif, Majelis berpendapat bahwa
terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab
bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan
berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong
ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan
bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tercantum pada
Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021.
Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh
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Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat
diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong
setempat;

Menimbang, bahwa mengenai belum diaturnya mekanisme keadilan
restoratif selain peradilan Anak di dalam Undang-Undang Majelis berpendapat
bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai Hakim taklik buta dengan
Undang-Undang tanpa memperhatikan “sense of justice” yang berlaku di
masyarakat. Dalam konteks menjalankan fungsi peradilan untuk menerapkan
dan menegakkan hukum serta keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat perbedaan prinsipil
antara menegakkan hukum dalam arti sempit dengan menegakkan hukum
dalam arti luas. Menegakkan hukum dalam arti sempit berarti menegakkan
Undang-Undang. Apa yang dikatakan Undang-Undang itulah hukumnya,
meminjam istilah yang digunakan Montesquieu “La judge est la bouche qui
prononce les paroles de la loi”, Hakim tidak ubahnya sebagai corong Undang-
Undang. Berbeda dengan menegakkan hukum dalam arti luas yang berarti
Hakim tidak hanya selalu mengacu kepada Undang-Undang, tetapi juga
mengakui eksistensi nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sebagai hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
N.J. 1919, him 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum,
makna melawan hukum (onrecht matigedaad) menjadi berkembang yaitu tidak
lagi sebatas melanggar Undang-Undang (onwet matigedaad) atau melawan
hukum dalam arti sempit, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum
tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-
norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan makna melawan hukum
dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan
hukum dalam lapangan pidana (wederrechtelijkheid). Menurut Moeljatno
tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya
melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia
menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, Asas-Asas
Hukum Pidana, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Terkait hal itu
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Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 dan Putusan
Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada
umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan
suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan
asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan praktik peradilan tersebut,
jelaslah konsepsi penegakkan hukum di Indonesia adalah penegakkan hukum
yang tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang tetapi juga akomodatif
terhadap nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat. Terhadap
hal ini Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat keadilan di luar Undang-
Undang “Ubergezets liches recht”. Dalam kaitannya dengan penerapan keadilan
restoratif selain perkara yang menyangkut peradilan anak, Majelis berkeyakinan
hal itu dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat dan tidak pula bertentangan dengan Pancasila;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari
keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau Sistem
peradilan pidana anak bermuara pada penetapan diversi yang mengalihkan
proses peradilan ke luar proses peradilan, bagaimana dengan muara dari
keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara
selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam
persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan sistem
peradilan anak dengan menerbitkan penetapan Diversi bagi perkara yang dapat
diselesaikan sebelum dakwaan dibacakan ataukah tetap mengikuti proses
hukum acara sampai dengan penjatuhan putusan. Terhadap hal ini Majelis
berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas
dan menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan
pertimbangan di dalam putusan;

Menimbang, bahwa menyangkut maaf dan memaafkan ini Majelis
hendak mengutip kisah Khalifah Umar Bin Khattab Ra bersama 3 (tiga) orang
pemuda. Salah satu pemuda telah membunuh Ayah dari 2 (dua) pemuda yang
lain. Ketika akan dilakukan Qisash, pemuda yang membunuh itu meminta
penangguhan eksekusi selama 3 (tiga) hari sebab la hendak melunasi hutang-
hutangnya. Atas permintaan itu, Khalifah Umar Ra meminta jaminan kepadanya,
akan tetapi karena pemuda tersebut tidak memiliki orang yang hendak
menjaminnya, maka salah seorang sahabat Salman Alfarisi Ra mengajukan diri

sebagai penjaminnya. Setelah hampir lewat waktu 3 (tiga) hari yang ditentukan,
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pemuda tersebut tidak kunjung datang sehingga Salma Alfarisi Ra terpaksa
harus menggantikannya. Saat Salman hendak dipancung, barulah pemuda
tersebut datang dengan tergesa-gesa dan mengatakan kepada Khalifah Umar
Ra bahwa dirinya datang hampir telat karena terdapat urusan penting yang tidak
dapat dihindari dan Unta tunggangannya sekarat di gurun. Kemudian Khalifah
Umar bertanya kepadanya “Mengapa engkau bersusah payah kembali, padahal
bisa kabur dan kami tidak mengenalmu?”, yang dijawab “Karena saya takut ada
orang yang mengatakan bahwa dikalangan Muslimin tidak ada lagi orang yang
menepati janji”. Selanjutnya Umar Ra bertanya kepada Salman Alfarisi Ra
mengapa menolongnya dan dijawab oleh Salman Ra “karena takut ada yang
mengatakan tidak ada lagi dikalangan muslimin orang yang saling percaya
(khusnudzon)”. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut dan Salman Alfarizi
RA, lantas menjadikan kedua Pemuda yang mengadukan terbunuhnya Ayahnya
tersebut memberi maaf sehingga Qishash dibatalkan. Berdasarkan kisah ini
jelaslah pemaafan terhadap orang yang bersalah sebagaimana surah Al
Bagarah 178 dan An Nisa 92 dapat dilakukan pada tahap apapun dan bahkan
sesaat sebelum Algojo melakukan Qishash;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kisah Khalifah Umar bin
Khattab Ra tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman yang menyatakan
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan, maka tidaklah menjadi soal pada tahapan apa keadilan
restoratif dapat dilakukan. Apakah sebelum dakwaan dibacakan seperti
peradilan anak ataukah setelah pemeriksaan dilakukan, sebab hal yang paling
utama adalah mencari penyelesaian sebaik mungkin dengan memenuhi
kepentingan dan hak dari korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan
yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan
putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun yang bukan. Dalam perkara
pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa izin, Mahkamah Agung melalui
putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 menjadikan alasan perdamaian sebagai
alasan yang meringankan, sementara Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
1644 K/Pid/1988 menjadikannya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan
Terdakwa telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi secara adat, dan pada
putusan Nomor 2127K/Pid/2001 Mahkamah Agung dalam perkara kecelakaan
lalu lintas menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar
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penghapus pidana. Jauh sebelum ketiga putusan tersebut Pengadilan Negeri
Jakarta Utara-Timur melalui putusan Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA sudah
menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan
penghapus pidana. Menurut putusan tersebut walaupun Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak
merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi
perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa motif Terdakwa dalam melakukan penganiayaan
adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah mengguna-gunai Adik
Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia dengan indikasi
Saksi korban acap kali datang menjenguk Adik Terdakwa tersebut sekalipun
dilarang, sehingga hal itu semakin menimbulkan kecurigaan Terdakwa bahwa
memang benar Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu mengguna-gunai Adik
Terdakwa sampai meninggal dunia

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan kepada
Terdakwa bahwa tuduhannya tersebut sama sekali tidak beralasan karena
Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu merupakan sahabat dekat Adik
Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi yang dimintanya untuk membantu mengajar
dan membesarkan Dayah (Pesantren) Safinatun Najah. Saksi korban Tengku
Rahmatul Wahyu diminta mengajar di sana karena selain menguasai kitab-kitab,
Saksi korban juga menguasai Bahasa Arab yang sangat dibutuhkan di Dayah
Safinatun Najah. Menyangkut Tindakan Saksi Korban yang tetap saja
menjenguk Adik Saksi Alm. Tengku Ridwandi selama dirawat di Rumah Sakit
sekalipun sudah dilarang oleh keluarga Terdakwa, Majelis mengemukakan hal
itu merupakan wujud kecintaan Saksi Korban dengan Alm. Tengku Ridwandi
sebagai sesama Tengku “Tokoh Agama” dan pengasuh Dayah Safinatun Najah
yang memiliki hubungan emosional sangat dekat, bukan dalam rangka untuk
memastikan guna-gunanya berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberi penjelasan tersebut dan
dibantu oleh Penuntut Umum akhirnya Terdakwa menyadari kesalahannya,
sehingga Majelis langsung memfasilitasi Terdakwa dengan Saksi Tengku
Rahmatul Wahyu untuk mencari penyelesaian terbaik dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Tengku Rahmatul Wahyu bersedia untuk
memaafkan Terdakwa dan mengakhiri perselisihannya dengan Terdakwa
asalkan Terdakwa membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan
bersalah karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik
Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit sampai meninggal dunia, dan memajang
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surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta
membacakannya pada Sholat Jumat di Masjid Baitul Tagwa. Dalam hal ini Saksi
Rahmatul Wahyu sama sekali tidak meminta dan tidak bersedia menerima uang
dari Terdakwa, keluarganya maupun orang lain sebagai syarat perdamaian.
Saksi Rahmatul Wahyu hanya menginginkan pernyataan bersalah dari
Terdakwa karena sudah menuduhnya sebagai penyebab sakithya Adik
Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa persyaratan yang dikemukakan Saksi Korban
Tengku Rahmatul Wahyu tersebut disetujui Terdakwa sehingga pada tanggal 17
September 2021 Terdakwa membuat 2 (dua) buah surat pernyataan ketikan dan
tulis tangan yang isinya Terdakwa memintaa maaf kepada Saksi Tengku
Rahmatul Wahyu atas kesalahannya yang telah menuduh Saksi Tengku
Rahmatul Wahyu mengguna-gunai Adiknya Alm. Tengku Ridwandi sampai
meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melibatkan keluarga Terdakwa serta tokoh
masyarakat di tempat kediaman Terdakwa, Surat Pernyataan permintaan maaf
tersebut dipajang di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah dan dibacakan pula
pada sholat Jumat di Masijid Baitul Taqwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menunaikan segala syarat yang
ditetapkan oleh Saksi Korban maka diadakanlah perdamaian antara Terdakwa
dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tertuang pada
Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021 dengan melibatkan keluarga
serta tokoh masyarakat/ perangkat Keuchik Gampong baik dari tempat
kediaman Terdakwa yang juga tempat kejadian perkara maupun tempat
kediaman Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu. Dalam surat perdamaian
tersebut Terdakwa dan korban bersepakat untuk tidak saling menuntut dan
melepaskan dendam sampai akhirat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021
diadakan PROSESI ADAT PEUSIJEUK yang dihadiri oleh Saksi Korban
Rahmatul Wahyu selaku korban, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Hasyimi
Bin AIm. T Nasrudin selaku Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat
Pulo le tempat kediaman Terdakwa, Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam selaku
Keuchik Gampong Alue Kambuk yang mewakili masyarakat Alue Kambuk
tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan disaksikan pula oleh
Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue.
Peusijeuk ini merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk “Mendinginkan” sesuatu,

dalam hal ini Peusijeuk yang dilakukan adalah Pesiejeuk Meulangga sebagai
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pertanda berakhirnya pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku
Rahmatul Wahyu (vide Chaerol Riezal dkk, Konstruksi Makna Peusijeuk Dalam
Budaya Aceh, Jurnal Antropologi “Isu-isu Sosial Budaya, Desember 2018, Vol
20 (2), halaman 145-155)

Menimbang, bahwa dari PEUSIJEUK tersebut hubungan Terdakwa
dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu kembali terjalin bahkan Saksi
Tengku Rahmatul Wahyu menyatakan bahwa dirinya dengan Terdakwa adalah
Saudara dunia akhirat. Tidak hanya hubungan Terdakwa dan Saksi Korban
beserta keluarga mereka yang terpulihkan, prosesi adat PEUSIJEUK ini juga
menjadi pertanda resmi berakhirnya permasalahan antara Gampong Terdakwa
dengan Gampong Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu;

Menimbang, bahwa dalam prosesi adat Peusijeuk yang terjadi di dalam
persidangan ini Keluarga Terdakwa membawa makanan khas Peusijeuk untuk
dipersembahkan kepada Saksi Korban Rahmatul Wahyu sebagai tanda
penyesalan dan permohonan maaf dari keluarga Terdakwa. Disamping itu pula
keluarga korban memberikan uang kepada Saksi Korban Tengku Rahmatul
Wahyu, akan tetapi Saksi Rahmatul Wahyu tidak bersedia menerimanya
dengan menyatakan bahwa bukanlah uang yang dicari olehnya, melainkan
permintaan maaf yang tulus serta pemulihan nama baik karena Namanya sudah
tercemar di kalangan Dayah (Pesantren) Safinatun Najah akibat tuduhan
Terdakwa yang menuduhnya mengguna-gunai Alm Tengku Ridwani;

Menimbang, bahwa penolakan Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu
untuk menerima pemberian uang dari keluarga Terdakwa ini membantah
pendapat yang menyatakan bahwa keadilan restoratif hanya dapat dilakukan
oleh Terdakwa yang berpunya “The Have” karena mampu membayar sejumlah
uang kepada korban ataupun masyarakat, sementara bagi Terdakwa yang
miskin “The Poor” tidak mampu melakukannya. Buktinya dalam perkara ini
Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu sama sekali tidak meminta dan tidak
pula mau menerima uang dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat yang menyatakan hanya bagi Terdakwa
berkemampuan saja dapat melakukan keadilan restoratif tersebut muncul dari
kegagalan pemahaman mengenai makna keadilan restoratif itu sendiri dengan
membatasinya pada keadilan restitutif. Dimensi keadilan restoratif mempunyai
jangkauan lebih luas dari sekedar bayar membayar atau ganti kerugian korban
saja sebagaimana keadilan restitutif, melainkan juga melibatkan semua pihak
yang terkait di dalamnya untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat

diterima semua pihak tanpa harus mensyaratkan adanya bayar membayar;
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Menimbang, bahwa atas penolakan penerimaan uang tersebut, Majelis
secara ex officio meminta keluarga korban yang diwakili oleh Sekretaris Desa
Pulo le menyerahkan uang tersebut kepada Keuchik Gampong Alue Kambuk
tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu untuk diberikan kepada
keluarga Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan jika keluarga Saksi Korban juga
menolaknya maka uang tersebut digunakan untuk kepentingan Gampong. Di
dalam prosesi Adat Peusijeuk ini Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Bapak
Ngatemin, S.H., M.H., memberikan pesan agar perdamaian yang sudah
diresmikan dengan prosesi adat Peusijeuk ini dapat menyatukan kembali antara
Terdakwa dengan Saksi korban Rahmatul Wahyu dan dari perkara ini dapat
diambil hikmahnya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban
yang melibatkan keluarga beserta tokoh-tokoh Adat/ masyarakat kedua belah
pihak dan diresmikan melalui prosesi adat Peusijeuk tersebut adalah
penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Dalam hal ini Saksi korban mendapatkan apa yang diinginkannya, Terdakwa
menginsyafi kesalahannya, kegoncangan masyarakat teratasi dan bahkan
melalui prosesi adat Peusijeuk tersebut Terdakwa dengan Saksi korban Tengku
Rahmatul Wahyu kembali dipersaudarakan. Perdamaian ini sesuai dengan
perintah Allah SWT dalam surah Al Hujurat ayat 9 “Dan kalau ada dua golongan
dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara
keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain,
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali
pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya
menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil”;

Menimbang, bahwa mengenai relasi antara adat dengan agama pada
masyarakat Aceh dikenal ungkapan “Hukom ngon Adat Hanjeut cre Lagee zat
Ngon Sifeut”, yang berarti adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat
dipisahkan seperti zat dengan sifatnya. Oleh karena itu masyarakat Aceh selaku
pemeluk Islam yang memiliki adat istiadat yang sangat kental dengan nilai-nilai
keislamannya bahwa meminta maaf dan memaafkan yang diresmikan
menggunakan prosesi adat Peusijeuk merupakan penyelesaian sengketa yang
adi luhur, karena bukan saja hal itu mengakhiri pertikaian yang terjadi antara
Terdakwa dengan korban dan memulihkan kembali kegoncangan di masyarakat,

tetapi juga Peusijeuk tersebut merupakan Mitsagan Ghalidzan atau perjanjian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex(.318)

ajian Yuridis.., Muhammad Rahmadhyan, Fakultas Hukum, 2025

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat antara Terdakwa dengan korban yang disaksikan Allah SWT untuk
menjadi saudara dunia akhirat;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Saksi Korban Tengku
Rahmatul Wahyu sudah mendapatkan keadilannya dengan dilaksanakan apa
yang diinginkannya dari Terdakwa vyaitu Terdakwa sudah membuat surat
permintaan maaf dengan menyatakan penyesalannya karena menuduh Saksi
Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit
hingga meninggal dunia, dan memajang surat permintaan maaf tersebut di
Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta mengumumkan surat tersebut saat
Sholat Jumat di Masjid Baitul Tagwa. Tidak hanya itu bahkan Terdakwa dengan
bantuan keluarga dan perangkat Gampongnya juga memajang surat tersebut di
kantor Keuchik Gampong Pulo le sebagai wilayah tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakan permintaan korban kepada
Terdakwa agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa
mengaku bersalah dan meminta maaf karena telah menuduh Saksi Korban
Tengku Rahmatul Wahyu sebagai penyebab meninggalnya Adik Terdakwa Alm.
Tengku Ridwandi, yang dipajang di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah dan
disiarkan pada sholah jumat di Masjid Baitul Tagwa, Majelis berpendapat hal
tersebut sudah cukup untuk membuat Terdakwa menginsyafi kesalahannya
tanpa perlu untuk menjatuhkan pidana lagi, sebab tidak mudah bagi seseorang
untuk mengakui kesalahannya di depan orang banyak (masyarakat Gampong)
“Too hard to say sorry”. Apalagi sebelumnya Terdakwa tetap bersikeras
menyatakan bahwa Saksi Korban yang mengguna-gunai adiknya Alm. Tengku
Ridwandi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pernyataan maaf dari Terdakwa kepada korban
meskipun BUKAN DALAM RANGKA MENJALANKAN PUTUSAN PERADILAN
ADAT, tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana
diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat
bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa
dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “double penalty”;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara
melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (victim justice),
kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, Majelis
berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti
melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan

secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan
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unsur “Pencelaannya” menjadi hapus. Dalam hal ini Majelis menempatkan
sanksi pidana sebagai upaya terakhir “The Last Resort” atau ultimum remedium,
karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara
bermartabat tanpa harus menjatuhi Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan
pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan
pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi
solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara
korban dengan Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan.
Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor
2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor
46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala
tuntutan hukum (onslaght van alle rechtvervolging);

Menimbang, bahwa Majelis tidak mengambil pilihan untuk menyatakan
Penuntutan tidak dapat diterima karena selain Majelis tidak menemukan adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (vervolgingsuitsluitingsgroden)
bahwa keadilan restoratif ini baru tercapai pada tahap persidangan, bukan pada
tahap penyidikan maupun penuntutan. Hal ini berbeda apabila keadilan
restoratif ini terjadi pada tahap tersebut namun Penuntut Umum tetap
melakukan penuntutan terhadapnya ataupun telah diadakannya peradilan adat
sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang dapat menjadikan putusan menjadi
penuntutan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijk verklaard). Akan tetapi
keadilan restoratif ini baru terjadi pada saat pemeriksaan persidangan sehingga
kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1644 K/Pid/1988 yang
menyatakan penuntutan tidak dapat diterima tidak dapat diterapkan pada
perkara ini. Sebaliknya Majelis memilih opsi putusan lepas dari segala tuntutan
hukum, karena pada hakekatnya keadilan restoratif tersebut adalah dasar bagi
Terdakwa untuk dimaafkan sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana (strafuitluitingsgrond);

Menimbang, bahwa dengan memutus Terdakwa lepas dari segala
tuntutan hukum, Majelis hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum telah
mampu membuktikan dakwaannya karena keadilan restoratif ini dapat
terselenggara berkat sumbangsih dan bantuan Penuntut Umum yang begitu
besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis tidak pula memilih opsi Rechterlijk Pardon
atau pemaafan oleh Hakim karena tindak pidana yang dilakukan bersifat “Minor”

atau ringan sebagaimana jamak ditemui dalam literasi hukum pidana, karena inti
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dari keadilan restoratif ini adalah pemulihan terhadap korban Korban (Victim
Justice) bukan pemaafan oleh Hakim. Tanpa kesediaan korban untuk
mengupayakannya mustahil keadilan restoratif ini tercapai. Dalam hal ini Hakim
hanyalah fasilitator dan katalisator yang mengakomodir kepentingan dan hak
korban, Terdakwa, serta masyarakat guna menemukan penyelesaian yang
memuaskan semua pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan lepas dari segala
tuntutan hukum dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan menggunakan
mekanisme keadilan restoratif yang disahkan secara adat, Majelis berpendapat
walaupun putusannya bukan pemidanaan tetapi terhadap putusan ini tidak
dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terdakwa untuk meminta ganti kerugian
dengan menggunakan mekanisme Pasal 95 s.d. 96 KUHAP jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
mufakat bulat karena Hakim Anggota | berbeda pendapat dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat’, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Mengutip tulisan
Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum, masyarakat, dan Pembinaan
Hukum Nasional yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional
hendaknya tidak berlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat
Indonesia, Selain itu harus pula dengan tetap memperhatikan kemajuan yang
terjadi, sehingga pembangunan hukum tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa
Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang mengemukakan
bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan
living law, yakni yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
Maka Majelis Hakim mengupayakan untuk menggali hukum yang hidup pada

masyarakat Aceh khususnya wilayah Nagan Raya;
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Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh mengakui adanya Qanun sebagai dasar hukum yang hidup
dalam wilayah hukum Aceh, Dalam Pasal 13 ayat (1) point m Qanun Aceh tahun
2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengkategorikan
bahwa “Penganiayaan ringan“ masuk ke dalam Sengketa/Perselisihan adat dan
istiadat; Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam
bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan,
mengisyaratkan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi
beberapa syarat yaitu:

a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih
duluy;

b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:

1) terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau
terhadap anaknya sendiri,

2) terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas
jabatannya secara sah,

3) dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk
nyawa atau kesehatan manusia.

c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang
dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban

Rahmatul Wahyu sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 023/VER/RSUD-

SIM/2021 yang dalam hasil pemeriksaan umum dengan status kesadaran

“Compos Mentis” yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab

semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya; dengan kesimpulan: Telah

dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki bernama RAHMATUL

WAHYU, umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar

dikepala dan dibawah leher kemerahan (+) diduga diakibatkan karena trauma

benda tumpul; Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan Majelis

Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban

adalah sebuah penganiyaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan keseriusan Penuntut Umum dalam menggali
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat
sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, kebesaran hati Korban, serta tokoh adat yang

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Qanun Aceh tahun 2008 tentang
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Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu Keuchik dalam menggali
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka antara Terdakwa dan Korban
membuat Surat perdamaian tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani
oleh Terdakwa dan korban serta diketahui oleh Keuchik Alue Kambuek dan
Keuchik Gampong Pulo le, dengan memberikan sanksi kepada Terdakwa yaitu:
“Pihak kedua meminta kepada pihak pertama untuk membuat surat pernyataan
bahwa tuduhan terhadap pihak kedua menyangkut dengan penyebab sakitnya
Almarhum Ridwandi (adik pihak pertama) itu tidak benar dan bukan karena
pihak kedua, surat pernyataan pihak pertama tersebut ditempel di Dayah
Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid pada hari jum'at sebelum khutbah
berlangsung serta video sebagai bukti pengadilan”, dan “Pihak pertama telah
memenuhi permintaan pihak kedua tersebut pada hari jum'at tanggal 17
September 2021 (ditempelkan di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid
Baitul Tagwa Gampong Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)’, Hal
yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk sanksi adat
yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ Qanun Aceh tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu “pernyataan maaf”,
sehingga menurut Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan apa
yang dimaksudkan dalam Sanksi Adat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya sanksi yang telah dijalankan oleh
Terdakwa berdasarkan perbuatan dan pihak Keuchik Gampong tempat domisili
Terdakwa dan korban yang masuk dalam hal-hal yang diatur dalam Qanun
Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka
Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjalani hukuman atas
perbuatannya sesuai dengan adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
Aceh; Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan “Segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”; Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengisyaratkan pengakuan
Negara terhadap Qanun; Dalam hal ini, sebelum Majelis Hakim memutus
perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan
Sanksi adat yang dituangkan dalam Surat perdamaian tanggal 28 September
2021 yang diketahui oleh Keuchik yang dalam Qanun Aceh tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan tokoh penyelesai

sengketa/perselisihan adat, maka sesuai dengan kedudukan Keuchik dan Asas
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Keadilan, maka Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan

perkara tersebut dalam keadaan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 2 tahun 2019 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan
Hukum Kamar Pldana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum
dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa
atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi
“penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka
diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), 191 ayat (2)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2
ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi
tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah
dilaksanakan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada saat pemeriksaan
persidangan;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.000 (tiga ribu
rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 08 November 2021
oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang
Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 09 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H. Rangga Lukita Desnata, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex(.318)

ajian Yuridis.., Muhammad Rahmadhyan, Fakultas Hukum, 2025

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 137/PID/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap . DERRY KASMARA ad KIM PUL
Tempat lahir . Tangerang

Umur/Tgl.lahir . 20 Desember 1987

Jenis Kelamin . Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal . Kp. Sindang Sana Nomor 2 Rt.007/ 004
Kelurahan Neglasari Kota Tangerang Provinsi
Banten.
Agama : Budha
Pekerjaan : SMA

Terdakwa ditahan di RUTAN Lapas Pemuda Tangerang ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18
Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei

2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021,

4, Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan
tanggal 10 Agustus 2021 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Agustus
2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3
September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21
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Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Fili Esther Kurniadi, S.H.,
dan Julian Radjali, S.H,. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April
2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:
137/PID/2021/PT.BTN, tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut
diatas;

Il. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1227/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 14 Oktober 2021, serta surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut,
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DERRY KASMARA ad. KIM PUL, pada hari Minggu
tanggal 04 April 2021 sekira Jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat rumah tua yang terletak di

Kp.Simagalih Jl.Sitanala | No.14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang

atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas hyawa orang lain,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib
saksi Cristin bersama terdakwa Derry Kasmara, saksi Nurhayati dan sdri.
Wenda Wijaya (korban) berada didapur rumah yang beralamat di Kampung
Simagalih JI. Sitanala | No.14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang sedang mempersiapkan makanan untuk acara sembahyang
keluarga yang sudah meninggal. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi
Nurhayati yang sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi sdri.
Wenda Wijaya mendengar teriakan sdri. Wenda Wijaya “Aduh Ditusuk”, saat

saksi Nurhayati membalik badan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam
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posisi terjatuh miring kekanan sambil memegangi perut sebelah kanan dan
banyak darah dilantai dan saksi Nurhayati melihat terdakwa Derry Kasmara
berjalan ke dalam rungan rumah tua. Saksi Cristin yang sedang berada di
kamar mandi mendengar teriakan dari saksi Nurhayati langsung menghampiri
saksi Nurhayati dan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi dilantai
berlumuran darah dan saksi Nurhayati memberitahukan saksi Cristin bahwa
pelaku yang menusuk sdri. Wenda Wijaya adalah terdakwa Derry Kasmara.
Selanjutnya saksi Cristin bersama orang tua saksi Cristin langsung membawa
sdri. Wenda Wijaya ke Rumah Sakit Sitanala Tangerang guna dilakukan
tindakan medis, namun sekira pukul 11.00 Wib sdri. Wenda Wijaya meninggal
dunia akibat tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa
Derry Kasmara,

Bahwa terdakwa Derry Kasmara saat akan membuang kantong plastik
warna merah yang berisikan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk
sdri. Wenda Wijaya serta berisikan baju ke belakang rumah, namun saat itu
ada saksi Sumarta Als Kocong yang melihat terdakwa Derry Kasmara dan
saksi Sumarta Als Koncong mengetahui bahwa terdakwa Derry Kasmara telah
menusuk sdri. Wenda Wijaya dengan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi
Sumarta Als Kocong mengatakan kepada terdakwa Derry Kasmara “udah
tenangin diri aja derr”. Setelah itu terdakwa Derry Kasmara meminta sepeda
motor milik saksi Sumarta Als Koncong dan menuju di jembatan baru kedaung
lalu terdakwa Derry Kasmara membuang plastik warna merah yang berisi pisau
dan baju tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Derry Kasmara mengembalikan sepeda
motor milik saksi Sumarta Als Koncong kerumahnya yang saat itu rumah saksi
Sumarta Als Kocong tidak dikunci, saat mengetahui ada beberapa polisi
berpakaian preman mendatangi rumah tua yang beralamat di Kp. Simagalih JI.
Sintanala | Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang, kemudian
terdakwa Derry Kasmara langsung melarikan diri hingga pada hari Rabu
tanggal 07 April 2021, sekira Jam 10.00 WIB terdakwa Derry Kasmara sampai
di Boyolali Jawa Tengah dan terdakwa Derry Kasmara tinggal/bersembunyi di
Wista (lupa namanya) yang berada di daerah Boyolali dari tanggal 07 April
2021 s/d tanggal 27 April 2021 (selama 20 hari), Padatanggal 27 April 2021
terdakwa Derry Kasmara pergi meninggalkan Wisma (tidak ingat) daerah
Boyolali Jawa Tengah menuju terminal membeli tiket bus Jurusan Boyolali
Jawa Tengah — Tangerang dan Pada tanggal 28 April 2021, sekira Jam 08.00
WIB terdakwa Derry Kasmara berangkat menuju Hotel Amaris Bandara
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Tangerang bertemu dengan pengacara/penasehat hukum FILI ESTHER
KURNIADI, SH, & JULIAN RADJALI, SH, membicarakan dan membahas
peristiwa penusukan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya
(bibi kandung) di Kp. Simagalih JI. Sitanala | Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec.
Neglasari Kota Tangerang. Setelah terdakwa Derry Kasmara sampai di Hotel
Amaris BandaraTangerang, tiba — tiba anggota berpakaian preman dari Polres
Metro Tangerang Kota berhasil mengamankan terdakwa Derry Kasmara lalu
membawanya ke Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna
dilakukan penyelidikan terkait tindak pidana pembunuhan terdakwa Derry
Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya yang mengakibatkan sdri. Wenda
Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam oleh terdakwa Derry
Kasmara dibagian perut depan sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHPidana;
ATAU
KEDUA:

Bahwa terdakwa DERRY KASMARA ad. KIM PUL, pada hari Minggu
tanggal 04 April 2021 sekira Jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat rumah tua yang terletak di
Kp. Simagalih JI. Sitanala | No.14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota
Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib
saksi Cristin bersama terdakwa Derry Kasmara, saksi Nurhayati dan sdri.
Wenda Wijaya (korban) berada didapur rumah yang beralamat di Kampung
Simagalih JI. Sitanala | No.14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang sedang mempersiapkan makanan untuk acara sembahyang
keluarga yang sudah meninggal. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi
Nurhayati yang sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi sdri.
Wenda Wijaya mendengar teriakan sdri. Wenda Wijaya “Aduh Ditusuk”, saat
saksi Nurhayati membalik badan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam
posisi terjatuh miring kekanan sambil memegangi perut sebelah kanan dan
banyak darah dilantai dan saksi Nurhayati melihat terdakwa Derry Kasmara
berjalan ke dalam rungan rumah tua. Saksi Cristin yang sedang berada di

kamar mandi mendegar terikan dari saksi Nurhayati langsung menghampiri
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saksi Nurhayati dan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi dilantai
berlumuran darah dan saksi Nurhayati memberitahukan saksi Cristin bahwa
pelaku yang menusuk sdri. Wenda Wijaya adalah terdakwa Derry Kasmara.
Selanjutnya saksi Cristin bersama orang tua saksi Cristin langsung membawa
sdri. Wenda Wijaya ke Rumah Sakit Sitanala Tangerang guna dilakukan
tindakan medis, namun sekira pukul 11.00 Wib sdri. Wenda Wijaya meninggal
dunia akibat tusukan senata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa
Derry Kasmara;

Bahwa terdakwa Derry Kasmara saat akan membuang kantong plastik
warna merah yang berisikan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk
sdri. Wenda Wijaya serta berisikan baju ke belakang rumah, namun saat itu
ada saksi Sumarta Als Kocong yang melihat terdakwa Derry Kasmara dan
saksi Sumarta Als Koncong mengetahui bahwa terdakwa Derry Kasmara telah
menusuk sdri. Wenda Wijaya dengan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi
Sumarta Als Kocong mengatakan kepada terdakwa Derry Kasmara “udah
tenangin diri aja derr”. Setelah itu terdakwa Derry Kasmara memintam sepeda
motor milik saksi Sumarta Als Koncong dan menuju di jembatan baru kedaung
lalu terdakwa Derry Kasmara membuang plastic warna merah yang berisi pisau
dan baju tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Derry Kasmara mengembalikan sepeda
motor milik saksi Sumarta Als Koncong kerumahnya yang saat itu rumah saksi
Sumarta Als Kocong tidak dikunci, saat mengetahui ada beberapa polisi
berpakaian preman mendatangi rumah tua yang beralamat di Kp. Simagalih JI.
Sintanala | Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang, kemudian
terdakwa Derry Kasmara langsung melarikan diri hingga pada hari Rabu
tanggal 07 April 2021, sekira Jam 10.00 WIB terdakwa Derry Kasmarasampai
di BoyolaliJawa Tengah dan terdakwa Derry Kasmara tinggal/bersembunyi di
Wista (lupa namanya) yang berada di daerah Boyolalidaritanggal 07 April 2021
s/d tanggal 27 April 2021 (selama 20 hari), Padatanggal 27 April 2021 terdakwa
Derry Kasmara pergi meninggalkan Wisma (tidak ingat) daerah Boyolali Jawa
Tengah menuju terminal membeli tiket bus Jurusan BoyolaliJawa Tengah —
Tangerang dan Pada tanggal 28 April 2021, sekira Jam 08.00 WIB terdakwa
Derry Kasmara berangkat menuju Hotel Amaris Bandara Tangerang bertemu
dengan pengacara/penasehat hukum FILI ESTHER KURNIADI, SH, & JULIAN
RADJALI, SH, membicarakan dan membahas peristiwa penusukan terdakwa
Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya (bibi kandung) di Kp. Simagalih JI.
Sitanala | Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang. Setelah
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terdakwa Derry Kasmara sampai di Hotel Amaris Bandara Tangerang, tiba —
tiba anggota berpakaian preman dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil
mengamankan terdakwa Derry Kasmara lalu membawanya ke Kantor
Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidika terkait
tindak pidana pembunuhan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda
Wijaya yang mengakibatkan sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat
tusukan senjata tajam oleh terdakwa Derry Kasmara dibagian perut depan
sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERRY KASMARA AD KIM PUL bersalah
melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
sebagaimana dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa DERRY KASMARA AD
KIM PUL dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM)
BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju tidur warna hijau
motif batik dan kembang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam
wanita warna biru muda terdapat bercak, 1 (satu) buah BH/bra warna cream
terdapat bercak darah, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama
menjatuhkan putusan Nomor 1227/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 14 Oktober
2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERRY KASMARA ad.KIM PUL telah terbukti
secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja
merampas nyawa orang lain “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DERRY KASMARA ad KIM

PUL, oleh
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karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) stel baju tidur warna hijau motif batik dan kembang terdapat
bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru muda terdapat
bercak ;
- 1 (satu) buah BH/bra warna cream terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor
89/Akta.Pid/2021/PN.Tng jo 1227/Pid.B/2021/PN.Tng tertanggal 14 Oktober
2021 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 1227/Pid.B/2021/PN.Tng,. tanggal 14 Oktober 2021.
Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri
Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober
2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada
tanggal 4 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja,
terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tangal 4 November
2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh

karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari
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dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan,
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta visum et
repertum atas nama Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio (korban), dan turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 Oktober 2021, Nomor
1227/Pid B/2021/PN Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan
hakim tingkat pertama dalam dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti
dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya pada dakwan Pertama, karena sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI Nomr 1295 K/PID/1985, bahwa “kesengajaan untuk
menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergugakan
untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan
korban”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan
keterangan terdakwa serta visum et repertum atas nama Wenda Wijaya/Khouw
Wen Nio (korban), dimana Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur yang
umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian, sedangkan
tempat pada badan korban (Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio) yang luka adalah
pada perut sisi kanan, sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut
menimbulkan luka terbuka pada perut sisi kanan, perdarahan didalam rongga
perut, terpotongnya hati bagian kanan, dengan demikian pertimbangan Hakim
tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali
mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat

Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Juli 2021,
ternyata telah terjadi perdamaian antara Budi Wijaya (suami korban) sebagai
pihak pertama dengan Kim Pul (ayah kandung terdakwa) sebagai pihak kedua,
dimana pihak kedua telah menyatakan permohonan maaf atas kejadian
penusukan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya korban
(Wenda Wijaya), pihak pertama menerima permohonan maaf pihak pertama
dan menyatakan telah memaafkan pihak kedua dan pihak pertama memahami
musibah ini tidak dikehendaki oleh semua pihak, pihak pertama telah
memberikan pengampunan kepada pihak kedua, maka pihak pertama
memohon kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang
seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat perdamaian tanggal 28 Juli
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2021 yang dibuat antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah terjadi saling
memaafkan sehingga sudah terjadi “restorative justice” dan dalam perjanjian
tersebut dinyatakan tidak akan ada lagi tuntutan hukum baik pidana maupun
perdata. Artinya bahwa antara Terdakwa dan Keluarga korban sudah tidak ada
ganjalan dan atau sesuatu tuntutan apapun lagi — sehingga permasalahan
hukum antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah selesai;

Menimbang, bahwa konsep restorative justice secara filosofis Hakim
mempertimbangkan penjatuhan pidana didasarkan pada konsepsi dan filosofi
pemidanaan bukan bersifat dan bertujuan hanya sebagai pembalasan bagi
pelakunya dengan memberikan tindakan preventif melainkan memperhatikan
juga adanya pemulihan keadaan pelaku (restitutio in integrum) kepada korban
sebagai akibat pergeseran ditinjau dari karakteristik tujuan pemidanaan dari
bersifat retributif justice menuju ke arah restoratif justice;

Menimbang, bahwa korban Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio, sudah
meninggal dunia akan tetapi korban posisinya digantikan oleh suaminya untuk
membuat perjanjian perdamaian, hubungan keluarga antara Terdakwa dengan
korban adalah keponakan dan uwak (korban adalah kakak dari orang tua
terdakwa) — sehingga proses reintegrasi antara Terdakwa dengan keluarga
korban sampai saat ini tidak ada masalah, bahkan keluarga besar korban yang
diwakili oleh suami korban sudah bisa menerima keadaan ini, dengan
menyetujui dan menandatangani surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang permasalahan antara korban
dengan Terdakwa, tidak ada hal yang serius, akan tetapi hanya disebabkan
factor “halusinasi” Terdakwa saja bahwa “keluarga ini harus dihabiskan“— lalu
Terdakwa menusuk korban dengan pisau dan berakibat korban meninggal
dunia;

Menimbang, bahwa memang pergeseran paradigma dari retributive
justice ke restorative justice tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak
pidana — sepanjang perbuatan pidana tersebut sudah diselesaikan dengan
damai/restoratif baik dengan pemaafan atau pembayaran sejumlah uang
ataupun tidak, maka tujuan hukum yang sebenarnya sudah tercapai — bahkan
sudah sampai kepada keadilan transformative, oleh karena:

1. Dengan adanya perdamaian tersebut menekankan keadilan pada

pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat

secara lebih komprehensif dengan melibatkan faktor2 non hukum seperti

sosial, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat/ keluarga ;
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2. Analisa terhadap akar masalah terjadinya kejahatan sekaligus

upaya perbaikannya agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa

yang akan datang, dan ternyata tidak ada latar belakang yang bersifat
pribadi dan menimbulkan dendam, masalahnya hanya “halusinasi” dan
pengembalian emosi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa
tanggal 3 Juni 2021 dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terdapat indikasi
gangguan jiwa, hanya kontrolnya yang kurang, imajinasi Terdakwa berkembang
kurang terarah seperti berdasarkan bisikan (hausinasi) yang nampaknya tidak
masuk akal. Pengaruh halusinasi ini mendasari perilaku terdakwa karena
terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dari segi doktrin dan pendapat para akademisi sudah
banyak yang mendorong penyelesaian tindak pidana dari retributive ke arah
restorative bahkan ke arah transformative justice, karena ternyata pemidanaan
berupa penjara tidak menimbulkan efek jera, pembinaan di dalam Lembaga
tidak dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat jumlah tahanan dan
narapidana yang over kapasiti;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.Hum dalam bukunya,
Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif,
(Bandung: Alumni, 2012), menekankan perlunya penggunaan paradigma
restorative justice untuk menggeser atau merubah beberapa prinsip peradilan
pidana yang ada selama ini, diantaranya yaitu:

a. Orientasi keadilan dari kepentingan pelanggar menjadi kepentingan
korban;

b. Kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran
kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang
notabene merupakan bagian utama dari kepentingan public;

Orang yang menjadi korban terutama adalah yang dirugikan; dan
Penyelenggaraan peradilan adalah bertujuan menyelesaikan konflik antara
pelanggar dan korbannya sehingga korban akan berperan aktif.

Menimbang, bahwa berikutnya dikutip pernyataan Prof. Bagir Manan yang
menyatakan bahwa sistem pemidanaan saat ini telah gagal mewujudkan tujuan
pemidanaan khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung

jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat

(social stigma tisution environmental stigma tisution). Akibatnya, selepas

pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan
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kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami viktimisasi dalam

proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti krugian

akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi
melalui penerapan pendekatan restorative justice sebagai justifikasi
pemidanaan, (Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam

Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam

Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi &

Praktisi Hukum), (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Bagir Manan dalam bukunya
tersebut menyebutkan inti gagasan dan prinsip restorative justice,
antara lain :

a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok
masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;

b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau
tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap
korban dan mencegah pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sabagai suatu
pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang
(sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang); dan

d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-
cara yang lebih informal dan personal. Daripada penyelesaian dengan

cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;

Menimbang, bahwa restoratif justice saat ini sudah banyak diatur dalam
berbagai norma peraturan, dengan konsep, obyek, subyek, jenis tindak pidana
dan tujuan akhir yang berbeda-beda sebagaimana diatur di lingkungan:

1. Kepolisian: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif, dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

2. Kejaksaan: Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice;

3. Pengadilan: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah  Agung Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative

Justice);
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4. Nota Kepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor
KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa restorative justice dalam praktek Peradilan sudah
dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan oleh para Hakim, bahkan para
hakim sudah terlebh dahulu menerapkan prinsip restorative justice dalam
putusannya;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Perpol Nomor 8 tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara
tanggal 28 Januari 2021 samai dengan tanggal 31 Oktober 2021 sudah 8662
perkara yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kepada asas restoratif
justice;

Menimbang, bahwa Jampidum Dr. Fadil Zumhana dalam webinar
Restorative Justice dalam penyamaan perspektif penegak hukum menyatakan
bahwa Restorative Justice tidak hanya bicara soal pelaku, tidak hanya bicara
soal ancaman pidana. Restorative Justice bicara soal korban, apakah yang
dapat dipulihkan pelaku untuk korban. Dan pada akhirnya dilakukan re integrasi
pelaku yang segera tanpa penundaan, dimana setelah penyelesaian konflik,
pelaku langsung diterima oleh masyarakat kembali, apalagi jika bentuk
pemulihannya adalah berbasis komunitas. Restorative Justice bukan kompetisi
namun harus dipandang sebagai tujuan keadilan bersama sekaligus akan lebih
kokoh apabila dibangun sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integrated
criminal justrice system);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaksanaan Restoratif justice di
lingkungan Kejaksaaan Agung dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2020 sampai
dengan Oktober 2021 telah melakukan 314 penghentian penuntutan berbasis
pada restorative justice (presentasi webinar Solo 4 Nopember 2021);

Menimbang, bahwa dari hasil penilitian Dr. Lilik Mulyadi dan Budi
Suharyanto (Litbang Mahkamah Agung Nopember 2021) disebutkan bahwa
seiring dengan diakomodasinya restorative justice dalam regulasi maka
penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan cukup massif. Sebagaimana

terbukti dalam hasil penelusuran tim peneliti ditemukan ribuan putusan
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pengadilan yang mempertimbangkan penegakan keadilan restoratif. Dari
putusan pengadilan yang menjadi sampel penelitian terdapat variasi dalam
mengakomodasi restorative justice diantaranya dijadikan dasar putusan
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
peringanan pidana, penjatuhan pidana percobaan, peniadaan pidana, lepas
dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), dan
menghukum pelaku mentaati isi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo kendati Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pembunuhan, akan tetapi
dalam kontek restorative justice dalam kasus a quo:

- Ada perdamaian antara terdakwa dengan suami korban;

- Antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga

- Proses reintegrasi terdakwa dengan keluarga mudah, bahkan

sudah diterima;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan maupun yang meringankan terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada/nihil;

Hal-hal yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan

keluarga korba, dimana pihak keluarga korban dapat memahami

musibah ini tidak dikehendaki oleh semua pihak dan pihak korban telah
memberi pengampunan kepada pihak Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Antara korban dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid
B/2021/PN Tng, harus diubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan
kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang
amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena
status Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan untuk
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menangguhkan tahanannya maka penahanan Terdakwa harus tetap
dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana
sudah sewajarnya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal
21, Pasal 22 ayat (4), Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, dan Pasal 242 dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana serta Peraturan Perundangan Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut
Umum;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14
Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, yang dimintakan
banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14
Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, tersebut untuk
selebihnya;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang
telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya,;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh
kami, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis
dengan ENNID HASANUDDIN, S.H., C.N., M.H., dan SOFYAN SYAH, S.H.,

M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex(.318)

ajian Yuridis.., Muhammad Rahmadhyan, Fakultas Hukum, 2025

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 11 Nopember 2021, Nomor
137/PID/2021/PT BTN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30
Nopember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURMANIAH, S.H., Panitera
Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,

ENNID HASANUDDIN,SH.CN.MH RAMLI DARASAH,SH.M.Hum

SOPYAN SYAH,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

NURMANIAH, S.H.
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PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:
1. Nama lengkap : Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin
Jansen Edi Sukanto;

2. Tempat lahir : Dumai;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 September 1996;

4. Jenis kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana Gg. Mawar No. 05 RT. 005
Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-Kota Dumai

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan;

Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi

Sukanto tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum
tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 18 Januari
2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen
Edi Sukanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
“Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal
363 ayat (2) KUHPidana;
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias
Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam

Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei

1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1:

867030050131498, Imei 2: 867030050131480;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei

1: 867671053117859, Imei 2: 867671053117842;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1:

861609041502531, Imei 2: 861609041502549;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3;

Dikembalikan kepada Korban sesuai dengan surat penetapan Penyelesaian
perkara berdasarkan keadilan Restoratif Nomor: Print-
1847/L.4.11/E0h.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 an. Suhartono alias
Hartono bin (alm) Tabul;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut, Terdakwa merasa bersalah dan berjaniji tidak akan mengulangi perbuatan
serupa dan oleh karennya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

------- bahwa ia terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen

Edi Sukanto bersama-sama dengan Sdr. Beni (DPO), pada hari Senin tanggal 12

September 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gereja Santo Fransiskus

Saverius JI. Datuk Laksamana No. 99 Rt. 001 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-
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Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang
untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang
yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,
dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00
Wib, terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi
Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO) pergi ke Jalan di belakang Gereja
Fransiskus Saverius, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Beni (DPO)
memanjat tembok gereja dan naik ke atas tembok tersebut, kemudian Sdr.
Beni (DPO) membantu terdakwa memanjat lantai 2 (dua) dengan cara Sdr.
Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak
tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1
(satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya
terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang
tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di
charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan
mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone
kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk yaitu 1
(satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone
merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna
hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu)
unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone
merk Realme 3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57
warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 2
(dua) unit handphone yang terdakwa tidak ingat lagi merk dan jenis,
kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam tas
sandang dan keluar melalui jendela dan loncat dari balkon lantai 2 (dua) ke
dinding tembok pagar gereja;

- bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Beni
(DPO) menjual 7 (tujuh) unit handphone tersebut kepada saksi Suhartono

alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono (dihentikan penuntutannya
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berdasarkan keadilan Restorative Justice) di terminal barang Jl. Soekarno
Hatta Kel. Bukit Timah kec. Dumai Selatan-Kota Dumai seharga Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap 2 (dua)
unit handphone merk Iphone Sdra. Beni (DPO) buang ke semak-semak
yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone
Sdra. Beni (DPO) buang ke dalam sebuah sumur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha Nathalia,
saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba, Sdri.
Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega mengalami
kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (2) KUHPidana;

Subsidair

------- bahwa ia terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen
Edi Sukanto bersama-sama dengan Sdr. Beni (DPO), pada hari Senin tanggal 12
September 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gereja Santo Fransiskus
Saverius JI. Datuk Laksamana No. 99 Rt. 001 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-
Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanijat
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00
Wib, terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi
Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO) pergi ke Jalan di belakang Gereja
Fransiskus Saverius, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO)
memanjat tembok gereja dan naik ke atas tembok tersebut, kemudian Sdr.
Beni (DPO) membantu terdakwa memanjat lantai 2 (dua) dengan cara Sdr.
Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak
tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1
(satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya
terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang

tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di
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charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan
mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone
kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk yaitu 1
(satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone
merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna
hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu)
unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone
merk Realme 3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57
warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 2
(dua) unit handphone yang terdakwa tidak ingat lagi merk dan jenis,
kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam tas
sandang dan keluar melalui jendela dan loncat dari balkon lantai 2 (dua) ke
dinding tembok pagar gereja;

- bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Beni
(DPO) menjual 7 (tujuh) unit handphone tersebut kepada saksi Suhartono
alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono (dihentikan penuntutannya
berdasarkan keadilan Restorative Justice) di terminal barang JI. Soekarno
Hatta Kel. Bukit Timah kec. Dumai Selatan-Kota Dumai seharga Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap 2 (dua)
unit handphone merk Iphone Sdra. Beni (DPO) buang ke semak-semak
yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone
Sdra. Beni (DPO) buang ke dalam sebuah sumur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha Nathalia,
saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba, Sdri.
Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega mengalami
kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

------- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya
1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Aghata Nathalia Marito Jaya, 1
(satu) unit handphone milik Anak Korban Sidney Anselma Nadeak, 2 (dua)

unit handphone milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang, 1 (satu) unit
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handphone milik Sdri. Silvia, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Atika, 1

(satu) unit handphone milik Sdri. Mega, 1 (satu) unit handphone milik Sdri.

Veronika, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Paulina, dan 1 (satu) unit

handphone milik Sdri. Silviyani;

- Bahwa adapun kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12
September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana
tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius N0.99 RT001 Kelurahan
Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota — Kota Dumai;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi
Roki Marpaung melalui telepon bahwa handphone anak-anak yang tinggal
digereja telah hilang selanjutnya Saksi langsung pergi ke gereja Santo
Fransiskus Saverius N0.99 RT.001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan
Dumai Kota-Kota Dumai dan pada saat Saksi tiba di gereja Santo
Fransiskus Saverius tersebut Saksi melihat para korban sudah menangis
karena handphone milik para korban telah hilang;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) unit
handphone milik para korban dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan
nomor Imei | : 856720051656673, Imei Il : 865720051656665 milik
Saksi Korban Aghata Nathalia Marito Jaya,;

2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s+ milik Anak Korban Sidney
Anselma Nadeak;

3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ warna Pink dengan Imei
:355736078787181 milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang;

4. 1 (satu) unit handphone VIVO Y55S warna kuning milik Saksi Korban
Rut Desria Sitanggang;

5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 7 warna orange dengan
nomor Imei | : 860891052607430, Imei Il : 860891052607422 milik
Sdri. Silvia;

6. 1 (satu) unit handphone merek REALME 3 milik Sdri. Atika;

7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 warna hitam dengan
nomor Imei | : 867671053117859, Imei Il : 867671053117842, milik

Sdri. Mega;
8.1 (satu) unit handphone merek REALME 8i
warna hitam Imei I : 867030050131498, Imei I

867030050131498, milik Sdri. Veronika;

1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna hijau laut dengan

©
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nomor Imei | : 868754040610696, Imei Il ;: 868754040610688 milik
Sdri. Paulina;
10.1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S.milik Sdri. Silviyani;

- Bahwa selain 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban tersebut, ada
juga barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah tas
milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang dan Sdri. Paulina;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil
barang-barang tersebut yang jelas Terdakwa memanjat dinding tembok
pagar lalu Terdakwa menaiki lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa
masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang-
barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban yang
sedang tidur tersebut namun Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan
oleh Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa posisi kamar yang ditempati para korban tersebut berada di lantai 2
dan bersebelahan dengan kamar anak-anak putra serta terdapat 1 (satu)
buah jendela dikamar tersebut dimana pada malam kejadian jendela
kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan jendela kamar tersebut
tidak ada trali besi;

- Bahwa Saksi dan Saksi Roki Marpaung yang melaporkan kejadian
tersebut ke Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Aghata Nathalia Marito
Jaya, Anak Korban Sidney Anselma Nadeak, Saksi Korban Rut Desria
Sitanggang, Sdri. Silvia, Sdri. Atika, Sdri. Mega, Sdri. Veronika, Sdri.
Paulina, dan Sdri. Silviyani akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian Terdakwa berhasil ditangkap oleh
pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk
mengambil barang-barang milik para korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa
keterangan saksi adalah benar;

2. Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard Lubis;

- Bahwa Saksi korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan
hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam nomor
imei 1: 865720051656673; imei 2: 865720051656665 milik Saksi Korban;

- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12
September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana
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tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius No0.99 RT001 Kelurahan
Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul
23.00 WIB setelah selesai gotong royong dalam rangka penyambutan
uskup di halaman Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius Saksi
Korban dan teman-teman Saksi Korban kembali ke ruangan untuk
istirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul
00.10 WIB pembina agama Saksi Roki Marpaung datang dan menyuruh
Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban untuk kembali tidur pada
saat Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban tertidur tiba-tiba
terdengar suara teriakan Sdri. Mega yang tidur di pinggir jendela dengan
mengatakan, "Hapeku Mana!” lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi
Korban lainnya terbangun dan masing-masing mencari handphone ada
yang dicas, ada yang dibawah tempat tidur lalu Saksi Roki Marpaung
datang dan selanjutnya Saksi Roki Marpaung menghubungi Saksi Mellinda
als Linda sebagai pengurus Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius
dan tidak berapa lama pihak kepolisian juga datang melakukan
pemeriksaan;

- Bahwa handphone milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban letak di
samping tempat Saksi Korban tidur:

- Bahwa selain Saksi Korban ada 8 (delapan) jemaat lainnya yang juga
kehilangan berupa handphone yaitu Anak Korban Sidney Anselma Nadeak
kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus dengan nomor:
0823 9651 0443, Sdri. Silvia kehilangan 1 (satu) unit handphone merk
Oppo Reno 7 dengan nomor: 0812 5072 9487, Sdri. Atika kehilangan 1
(satu) unit handphone merk RealMe 3 dengan nomor: 0822 8465 1641,
Sdri. Silviyani kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s dengan
nomor: 0812 1846 0650, Sdri. Mega kehilangan 1 (satu) unit handphone
merk Oppo Reno 4 dengan nomor: 082 6637 1848 dan Sdri. Veronika
kehilangan 1 (satu) unit handphone merk RealMe 8i dengan nomor: 0831
4066 2590 sedangkan Saksi Korban Rut Desria Sitanggang kehilangan 2
Unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7
Plus dengan nomor: 0822 8320 5272 dan 1 (satu) unit handphone merk
Vivo Y55 S dengan nomor: 0812 6896 2633 serta 1 (satu) buah tas
sandang warna hitam merk CROCO dan Sdri. Paulina kehilangan 1 Unit
handphone merk Oppo A 9 dengan nomor: 0822 8806 5648 serta 1 (satu)

buah tas sandang;
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- Bahwa pada saat kejadian kamar tempat Saksi Korban tidur dalam
keadaan terkunci tetapi jendela dalam keadaan terbuka dan lampu hidup;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO
RENO 5 warna hitam dengan nomor Imei | : 865720051656673, Imei Il :
865720051656665);

- Bahwa Saksi Korban kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone
merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan nomor Imei |
865720051656673, Imei Il : 865720051656665 yang merupakan
handphone milik Saksi Korban yang hilang di Gereja Khatolik Santo
Fransiskus Xaverius;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk
mengambil handphone milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa Tidak ada lagi yang ingin Saksi Korban terangkan sehubungan
dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi adalah benar;

3. Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader Sitanggang;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya
1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus dengan nomor: 0822 8320
5272 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 S dengan nomor: 0812
6896 2633 serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Saksi
Korban;

- Bahwa Adapun kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12
September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana
tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius N0.99 RT001 Kelurahan
Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota — Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul
23.00 WIB setelah selesai gotong royong dalam rangka penyambutan
uskup di halaman Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius Saksi
Korban dan teman-teman Saksi Korban kembali ke ruangan untuk
istirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul
00.10 WIB pembina agama Saksi Roki Marpaung datang dan menyuruh
Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban untuk kembali tidur pada
saat Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban tertidur tiba-tiba
terdengar suara teriakan Sdri. Mega yang tidur di pinggir jendela dengan

mengatakan, "Hapeku Mana!” lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi
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Korban lainnya terbangun dan masing-masing mencari handphone ada
yang dicas, ada yang dibawah tempat tidur lalu Saksi Roki Marpaung
datang dan selanjutnya Saksi Roki Marpaung menghubungi Saksi Mellinda
als Linda sebagai pengurus Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius
dan tidak berapa lama pihak kepolisian juga datang melakukan
pemeriksaan;

- Bahwa handphone milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban cas dengan
posisi diatas kepala tempat tidur Saksi Korban bersamaan dengan
handphone milik Saksi Korban Agatha Nathalia Marito Jaya, Anak Korban
Sidney Anselma Nadeak, Sdri. Silvia, Sdri. Atika, Sdri. Silviyani, Sdri.
Mega, Sdri. Veronika dan Sdri. Paulina:

- Bahwa selain Saksi Korban ada 8 (delapan) jemaat lainnya yang juga
kehilangan berupa handphone yaitu Saksi Korban Agatha Nathalia Marito
Jaya kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam
dengan nomor imei 1: 865720051656673; imei 2: 865720051656665, Anak
Korban Sidney Anselma Nadeak kehilangan 1 (satu) unit handphone merk
Iphone 6 S plus dengan nomor: 0823 9651 0443, Sdri. Silvia kehilangan 1
(satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 dengan nomor: 0812 5072 9487,
Sdri. Atika kehilangan 1 (satu) unit handphone merk RealMe 3 dengan
nomor: 0822 8465 1641, Sdri. Silviyani kehilangan 1 (satu) unit handphone
merk Oppo A3s dengan nomor: 0812 1846 0650, Sdri. Mega kehilangan 1
(satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 dengan nomor: 082 6637 1848
dan Sdri. Veronika kehilangan 1 (satu) unit handphone merk RealMe 8 i
dengan nomor: 0831 4066 2590 dan Sdri. Paulina kehilangan 1 Unit
handphone merk Oppo A 9 dengan nomor: 0822 8806 5648 serta 1 (satu)
buah tas sandang;

- Bahwa pada saat kejadian kamar tempat Saksi Korban tidur dalam
keadaan terkunci tetapi jendela dalam keadaan terbuka dan lampu hidup;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela yang tidak ada
teralinya dengan cara memanjat kemudian masuk melalui jendela yang
terbuka;

- Bahwa sampai sekarang kedua handphone milik Saksi Korban belum
ditemukan dan kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut
sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 1
(satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus dengan nomor: 0822 8320 5272
Saksi Korban beli second seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1
(satu) unit handphone merk Vivo Y55 S dengan nomor: 0812 6896 2633
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Saksi Korban beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk
mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah tas sandang warna
hitam milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi adalah benar;

4. Anak Sidney Anselma Nadeak als Sidney Anak Dari Berlin Nadeak;

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan
hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus dengan nomor:
0823 9651 0443 milik Anak Korban;

- Bahwa adapun kejadian peristiwa tersebut, terjadi pada hari Senin tanggal
12 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana
tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius N0.99 RT001 Kelurahan
Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota — Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul
23.00 WIB setelah selesai gotong royong dalam rangka penyambutan
uskup di halaman Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius Anak Korban
dan teman-teman Anak Korban kembali ke ruangan untuk istirahat,
kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 00.10 WIB
pembina agama Saksi Roki Marpaung datang dan menyuruh Anak Korban
dan teman-teman Anak Korban untuk kembali tidur pada saat Anak
Korban dan teman-teman Anak Korban tertidur tiba-tiba terdengar suara
teriakan Sdri. Mega yang tidur di pinggir jendela dengan mengatakan,
"Hapeku Mana!” lalu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lainnya
terbangun dan masing-masing mencari handphone ada yang dicas, ada
yang dibawah tempat tidur lalu Saksi Roki Marpaung datang dan
selanjutnya Saksi Roki Marpaung menghubungi Saksi Mellinda als Linda
sebagai pengurus Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius dan tidak
berapa lama pihak kepolisian juga datang melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Handphone milik Anak Korban tersebut Anak Korban cas di atas
tempat tidur Saksi Korban Rut Desria Sitanggang bersamaan dengan
handphone milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang yang berjarak 1
meter dari tempat tidur Anak Korban:

- Bahwa selain Anak Korban ada 8 (delapan) jemaat lainnya yang juga
kehilangan berupa handphone yaitu Saksi Korban Agatha Nathalia Marito
Jaya kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam
dengan nomor imei 1: 865720051656673; imei 2: 865720051656665, Sdri.
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Silvia kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 dengan
nomor: 0812 5072 9487, Sdri. Atika kehilangan 1 (satu) unit handphone
merk RealMe 3 dengan nomor: 0822 8465 1641, Sdri. Silviyani kehilangan
1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s dengan nomor: 0812 1846 0650,
Sdri. Mega kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 dengan
nomor: 082 6637 1848 dan Sdri. Veronika kehilangan 1 (satu) unit
handphone merk RealMe 8 i dengan nomor: 0831 4066 2590, sedangkan
Saksi Korban Rut Desria Sitanggang kehilangan 2 Unit handphone dengan
rincian 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus dengan nomor: 0822
8320 5272 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 S dengan nomor:
0812 6896 2633 serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk
CROCO dan Sdri. Paulina kehilangan 1 Unit handphone merk Oppo A 9
dengan nomor: 0822 8806 5648 serta 1 (satu) buah tas sandang;

- Bahwa pada saat kejadian kamar tempat Anak Korban tidur dalam
keadaan terkunci tetapi jendela dalam keadaan terbuka dan lampu hidup;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela yang tidak ada
teralinya dengan cara memanjat kemudian masuk melalui jendela yang
terbuka;

- Bahwa sampai sekarang handphone milik Anak Korban belum ditemukan
dan kerugian yang anak Korban alami akibat kejadian tersebut sebesar
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk
mengambil 1 (satu) unit handphone milik Anak korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah
mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Aghata Nathalia
Marito Jaya, 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban Sidney Anselma
Nadeak, 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban Rut Desria
Sitanggang, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Silvia, 1 (satu) unit
handphone milik Sdri. Atika, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Mega, 1
(satu) unit handphone milik Sdri. Veronika, 1 (satu) unit handphone milik
Sdri. Paulina, dan 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Silviyani

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik para korban tersebut pada
hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan
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Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius N0.99
RTO01 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota — Kota Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul
01.00 WIB dini hari Terdakwa dan Sdr. Beni Sahputra (DPO) pergi ke jalan
yang berada di belakang gereja Santo Fransiskus Saverius yang berada di
Jalan Datuk Laksamana No0.99 RT001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan
Dumai Kota — Kota Dumai setelah itu Terdakwa dan Sdr. Beni Sahputra
(DPO) memanjat pagar tembok gereja setelah Terdakwa dan Sdr. Beni
Sahputra (DPO) naik ke atas tembok selanjutnya Sdr. Beni Sahputra
(DPO) membantu Terdakwa memanjat lantai 2 (dua) dengan cara Sdr.
Beni Sahputra (DPO) mengepal kedua tangannya lalu kaki Terdakwa
memijak kedua tangannya setelah itu Sdr. Beni Sahputra (DPO)
menaikkan kedua tangannya sehingga Terdakwa terbantu untuk memijak
seng yang berada di lantai 1 (satu) setelah Terdakwa berhasil memijak
seng selanjutnya Terdakwa naik ke balkon lantai 2 (dua);

- Bahwa benar sesampainya di balkon lantai 2 (dua) tersebut Terdakwa
melihat banyak anak-anak perempuan yang sedang tidur didalam ruangan
tersebut dan Terdakwa juga melihat banyak handphone yang sedang di
cas kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara
memanjat jendela setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut
Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada di
dekat handphone yang sedang di cas kemudian Terdakwa mengambil
handphone-handphone yang sedang di cas tersebut dan memasukkan
handphone tersebut ke dalam tas setelah mengambil barang-barang milik
para korban Terdakwa langsung keluar dari jendela dan setelah keluar dari
jendela Terdakwa langsung meloncat dari balkon lantai 2 (dua) ke dinding
tembok pagar lalu Terdakwa langsung meloncat ke Jalan yang berada di
belakang gereja selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Sahputra (DPO)
pergi kerumah Terdakwa dan meletakkan barang — barang tersebut;

- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil saat itu sebanyak 10 (sepuluh)
unit handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone
7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih, 1
(satu) unit handphone merk Realme 8i warna hitam, 1 (satu) unit
handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk
Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna
hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit

handphone merk Samsung warna hitam, dan 2 (dua) unit handphone yang
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terdakwa tidak ingat lagi merk dan jenis selain handphone Terdakwa juga
mengambil 2 (dua) buah tas sandang perempuan warna hitam dengan tali
besi;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut untuk
Terdakwa jual;

- Bahwa handphone-handphone tersebut sudah Terdakwa jual bersama
Sdr. Beni Sahputra (DPO) kepada saksi Suhartono alias Hartono Bin (Alm)
Tabul Sudiono sekira pukul 11.30 WIB di terminal barang JI. Soekarno
Hatta Kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Selatan — Kota Dumai
sebanyak 7 (tujuh) unit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah), sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Iphone di buang oleh
Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke semak-semak yang berada disamping
Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone dibuang oleh Sdr. Beni
Sahputra (DPO) ke dalam sebuah sumur

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk
mengambil 10 (sepuluh) unit handphone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2015 dan
tahun 2018 karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan
Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1:
856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1:
867030050131498, Imei 2: 867030050131480;

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei 1:
867671053117859, Imei 2: 867671053117842;

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1:
861609041502531, Imei 2: 861609041502549;

6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex(.318)

ajian Yuridis.., Muhammad Rahmadhyan, Fakultas Hukum, 2025

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah
mengambil barang berupa handphone sebanyak 10 (sepuluh) yang
diambil pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00
WIB di Jalan Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo Fransiskus
Saverius N0.99 RT001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota -
Kota Dumai;

- Bahwa benar cara mengambil handphone tersebut, degan cara Terdakwa
mengambil barang-barang tersebut yang jelas Terdakwa memanjat dinding
tembok pagar lalu Terdakwa menaiki lantai 2 (dua) dan setelah itu
Terdakwa masuk melalui jendela kamar selanjutnya Terdakwa mengambil
barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban
yang sedang tidur;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) unit
handphone milik para korban dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan
nomor Imei | : 856720051656673, Imei Il : 865720051656665 milik
Saksi Korban Aghata Nathalia Marito Jaya;

2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s+ milik Anak Korban Sidney
Anselma Nadeak;

3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ warna Pink dengan Imei
:355736078787181 milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang;

4. 1 (satu) unit handphone VIVO Y55S warna kuning milik Saksi Korban
Rut Desria Sitanggang;

5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 7 warna orange dengan
nomor Imei | : 860891052607430, Imei Il : 860891052607422 milik
Sdri. Silvia;

6. 1 (satu) unit handphone merek REALME 3 milik Sdri. Atika;

7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 warna hitam dengan
nomor Imei | : 867671053117859, Imei Il : 867671053117842, milik
Sdri. Mega;

8. 1 (satu) unit handphone merek REALME 8i warna

hitam Imei I :  867030050131498, Imei I
867030050131498, milik Sdri. Veronika;

9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna hijau laut dengan
nomor Imei | : 868754040610696, Imei Il : 868754040610688 milik
Sdri. Paulina;

10. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S.milik Sdri. Silviyani;
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- Bahwa selain 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban tersebut, ada
juga barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah tas
milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang dan Sdri. Paulina;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 10 (sepuluh)
unit dari pemiliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha
Nathalia, saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba,
Sdri. Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega
mengalami kerugian sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat
(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

. Barang siapa;

. Mengambil barang sesuatu;

. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

o 0o A WDN

. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang
hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih
menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai
tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku
(dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu :
manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang
diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat
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tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini
dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak
melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan
suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Nanang
Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, atas pertanyaan Ketua Majelis
Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai
dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil
pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang
yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggung-
jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan
perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah
nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau
tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah
menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak
menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya atau dengan
cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang
berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan
selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu”
adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki
nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa
Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone sebanyak 10 (sepuluh)
yang diambil pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB
di Jalan Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius No.99
RT001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai yang
dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok pagar lalu Terdakwa
menaiki lantai 2 (dua) dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua
tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa
sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2

(dua), selanjutnya terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan
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yang sedang tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang
sedang di charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan
mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone kemudian
mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk, milik para korban yang
sedang tidur;

Menimbang bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa barang yang
diambil berupa 10 (sepuluh) unit handphone tersebut milik para korban dengan
rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan nomor
Imei | : 856720051656673, Imei Il : 865720051656665 milik Saksi Korban
Aghata Nathalia Marito Jaya,;

2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s+ milik Anak Korban Sidney
Anselma Nadeak;

3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ warna Pink dengan Imei :
355736078787181 milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang;

4. 1 (satu) unit handphone VIVO Y55S warna kuning milik Saksi Korban Rut
Desria Sitanggang;

5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 7 warna orange dengan
nomor Imei | : 860891052607430, Imei Il : 860891052607422 milik Sdri.
Silvia;

6. 1 (satu) unit handphone merek REALME 3 milik Sdri. Atika;

7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 warna hitam dengan nomor
Imei | : 867671053117859, Imei Il : 867671053117842, milik Sdri. Mega;

8. 1 (satu) unit handphone merek REALME 8i warna hitam Imei I
867030050131498, Imei Il : 867030050131498, milik Sdri. Veronika;

9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor
Imei | : 868754040610696, Imei Il : 868754040610688 milik Sdri. Paulina;

10.1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S.milik Sdri. Silviyani;

dan selain 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban tersebut, ada juga

barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah tas milik

Saksi Korban Rut Desria Sitanggang dan Sdri. Paulina;

menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa
barang tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan setelah Terdakwa berhasil
mengambil handphone tersebut, kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah
Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk

keperluan Terdakwa sendiri;
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Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mellinda als Linda Anak
Dari Alm Harrycan Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader
Sitanggang dan saksi Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard
Lubis, sama-sama menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 11
September 2022 sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai gotong royong dalam
rangka penyambutan uskup di halaman Gereja Khatolik Santo Fransiskus
Xaverius Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban kembali ke ruangan untuk
istirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 00.10 WIB
pembina agama Saksi Roki Marpaung datang dan menyuruh Saksi Korban dan
teman-teman Saksi Korban untuk kembali tidur pada saat Saksi Korban dan
teman-teman Saksi Korban tertidur tiba-tiba terdengar suara teriakan Sdri. Mega
yang tidur di pinggir jendela dengan mengatakan, "Hapeku Mana!” lalu Saksi
Korban dan teman-teman Saksi Korban lainnya terbangun dan masing-masing
mencari handphone ada yang dicas, ada yang dibawah tempat tidur lalu Saksi
Roki Marpaung datang dan selanjutnya Saksi Roki Marpaung menghubungi Saksi
Mellinda als Linda sebagai pengurus Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius
dan tidak berapa lama pihak kepolisian juga datang melakukan pemeriksaan dan
ternyata handphone milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban cas dengan posisi
diatas kepala tempat tidur Saksi Korban bersamaan dengan handphone milik
Saksi Korban Agatha Nathalia Marito Jaya, Anak Korban Sidney Anselma
Nadeak, Sdri. Silvia, Sdri. Atika, Sdri. Silviyani, Sdri. Mega, Sdri. Veronika dan
Sdri. Paulina:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa Muhammad Nanang
Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO), yang
telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 10 (sepuluh) unit, yang
kemudian terdakwa membawa 10 (sepulh) handphone tersebut ke rumah
Terdakwa, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, dengan demikian, hal
tersebut menunjukan telah terjadi perpindahan penguasaan barang beripa
handphone tersebut, yang semula tersimpan diatas tempat tidur pemiliknya atau
dalam kekuasaan pemiliknya didalam kamar lingkungan gereja Khatolik Santo
Fransiskus Xaverius, selanjutnya berpindah ke dalam kekuasan Terdakwa, dan
oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi
menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan
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merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun
milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua
diatas, serta keterangan saksi-saksi yang diantaranya keterangan saksi Mellinda
als Linda Anak Dari Alm Harrycan membenarkan bahwa handphone yang hilang
tersebut adalah 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Aghata Nathalia
Marito Jaya, 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban Sidney Anselma Nadeak,
2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang, 1 (satu) unit
handphone milik Sdri. Silvia, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Atika, 1 (satu)
unit handphone milik Sdri. Mega, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Veronika, 1
(satu) unit handphone milik Sdri. Paulina, dan 1 (satu) unit handphone milik Sdri.
Silviyani, yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah nyata
bahwa 10 (sepuluh) unit handphone tersebut, bukankanlah milik Terdakwa
melainkan melainkan milik saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dengan
demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang
diinsyafi terjadinya serta akibatnya, pelaku memutuskan kekuasaan atas benda
dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik
suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak
orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, bahwa telah nyata perbuatan
Terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO), telah mengambil 10 (sepuluh) unit
handphone tersebut, yang saat itu handphone tersebut tersimpan dikamar dan
saat itu pemilik tidur, hal tersebut sejalan dengan pengakuan Terdakwa sendiri
mengakui ketikan mengambil 10 (sepuluh) unit handphone tersebut, pemiliknya
sedang tidur, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil handphone dan
setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya handphone tersebut
Terdakwa jual, padahal Terdakwa tahu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa
dan diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa handphone-

handphone tersebut sudah Terdakwa jual bersama Sdr. Beni Sahputra (DPO)
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kepada saksi Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono sekira pukul
11.30 WIB di terminal barang JI. Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Timah
kecamatan Dumai Selatan — Kota Dumai sebanyak 7 (tujuh) unit seharga
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit handphone
merk Iphone di buang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke semak-semak yang
berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone dibuang oleh
Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke dalam sebuah sumur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
diatas, telah nyata bahwa Terdakwa, mengetahui dan menginsyafi bahwa apa
yang dilakukannya tersebut dengan jalan menguasai barang orang lain secara
tidak sah/melanggar hukum namun oleh karena ingin mendapatkan keuntungan
dengan mudah meskipun perbuatan Terdakwa tersebut merugikan hak orang
lain, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang yang diambil selanjutnya
barang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa seolah-olah barang
tersebut adalah miliknya sendiri, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum?” telah terpenuhi;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang
ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu
antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning)
adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan
yang dimaksud Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang
dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan,
pagar bamboo, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang
berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya
lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mellinda als
Linda Anak Dari Alm Harrycan Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak
Dari Ader Sitanggang dan saksi Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha
Anak Dari Ricard Lubis dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa
bersama Sdr. Beni Sahputra (DPO), mengambil barang-barang berupa
handphone milik Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader
Sitanggang dkk vyaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira
pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo
Fransiskus Saverius No0.99 RT001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan

Dumai Kota — Kota Dumai, hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi
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Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan dan saksi Agatha Nathalia
Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard Lubis dan handphonep tersebut
baru diketahui tidak ada, pagi harinya diketahui barang tersebut sudah tidak
berada lagi ditempat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia-nyalah
yang telah mengambil handphone sekitar jam 01.00 malam Ketika pemilik
handphone sedang tidur, dengan demikian hilangnya handphone tersebut
terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas
dengan demikian unsur ke-5 “Dilakukan diwaktu malam Dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuh;

Ad. 6 Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama,;

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 ayat (1) angka 4, disyaratkan
bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu yang telah
dipertimbangkan di atas, haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua
orang atau lebih yang bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai tujuan
yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa
dalam menjalankan aksinya untuk mengambil handphone, tidak seorang diri
melainkan dibantu oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO), secara bersama-sama
dan saling berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas mengambil handphone
dengan jalan memanjat kelantai dua kemudian masuk ke dalam kamar dan
mengambil handphone sedangkan Sdr. Beni (DPO) membantu Terdakwa
untuk dapat naik kelantai dua dengan cara mengepalkan kedua tangannya
lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai
pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2
(dua), dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone, kemudian
Terdakwa bersama dengan sdr. Beni (DPO) menjual handphone tersebut
kepada sdr. Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono sekira pukul
11.30 WIB di terminal barang JI. Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Timah
kecamatan Dumai Selatan — Kota Dumai sebanyak 7 (tujuh) unit seharga
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan
sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit
handphone merk Iphone di buang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke semak-
semak yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit
handphone dibuang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke dalam sebuah

sumur;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam
melaksanakan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut,
dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama telah terbukti menurut
hukum;

Ad.7. Unsur “ Dengan jalan memanijat®;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa
dalam menjalan aksinya tersebut untuk mengambil handphone milik korban
sebanyak 10 (sepuluh) dengan berbagai merek, dilakukan dengan jalan
memanjat, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa
memanjat dinding tembok pagar lalu Terdakwa menaiki lantai 2 (dua)
dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa
menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng
lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya
terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang
tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di
charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan
mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone
kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk, milik
para korban yang sedang tidur, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan
tanpa seizin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur
ketujuh dengan jalan membongkar telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketujuh diatas,

maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh
unsur dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tungal
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat
(2) telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut
dalam dakwaan primair Penuntut Umum dengan kwalifikasi pencurian
dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primar telah terbukti maka
dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya
alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat
pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa
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haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah
dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang
menjalami pemidaan sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan
Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1:
856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1:
867030050131498, Imei 2: 867030050131480;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei 1:
867671053117859, Imei 2: 867671053117842;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1:
861609041502531, Imei 2: 861609041502549;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3.
Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Penyelesaian perkara berdasarkan
keadilan Restoratif Nomor:Print-1847/L.4.11/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember
2022 an. Suhartono alias Hartono bin (alm) Tabul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
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Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin
Jansen Edi Sukanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan,
sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam
Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan
Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei
1: 867030050131498, Imei 2: 867030050131480;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan
Imei 1: 867671053117859, Imei 2: 867671053117842;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1:
861609041502531, Imei 2: 861609041502549;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3;

Dikembalikan kepada Korban sesuai dengan surat penetapan

Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif Nomor:Print-

1847/L.4.11/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 an. Suhartono alias

Hartono bin (alm) Tabul;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami,
Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan,
S.H., Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski

Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh
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Iwan Roy Carles, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara
teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. Hamdan Saripudin, S.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.
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